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ABSTRAK

Sandi, Hevi Widaya 2019.Analisis Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas
Dana Kampanye (Studi Kasus Pemilihan Umum Serefigdkin 2019 di KPU
Kabupaten BrebesProgram Studi:D-11l Akuntansi Politeknik HarapBersama
Tegal. Pembimbing I: Erni Unggul SU., SE, M.Si, B@mbing 1l: Mohammad
Alfian, SE, M.Si.

Dana kampanye merupakan biaya untgkaken kampanye yang berasal
dari parpol, sumbangan dari calon anggota legigtatipol, dan sumbangan dari
pihak lain. KPU memberikan panduan bagi pesertailpesialam mengelola dan
mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluamaa kbmpanye yang
diatur dalam PKPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana pgéamye Pemilihan
Umum dan PKPU No.29 Tahun 2018 atas Perubahan R¥d&24 Tahun 2018.
Dana kampanye wajib dikelola dan dipertanggungj&anab secara legal,
akuntabel dan transparan. Penggunaan sampel pagsd#rta pemilu pada
penelitian ini yakni PDIP. PDIP sebagai parpol yamgmperoleh jumlah suara
terbanyak pada pemilu serentak tahun 2019 di KabopBrebes, menjadikan
parpol tersebut sorotan dalam masyarakat terutarkait dengan pelaporan dana
kampanye. Untuk meneliti, peneliti menggunakan hetoeskriptif kualitatif
yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mendgakan kualitas dari suatu
fenomena. Data bersumber dari data primer dansg&iander atas pelaporan dana
kampanye pemilu serentak tahun 2019 yang diperdiih KPU Kabupaten
Brebes. Teknik pengumpulan data yakni dengan waavardan dokumentasi data
laporan dana kampanye parpol peserta pemilu yasgratikan kepada KPU
Kabupaten Brebes. Analisis data menggunakan lanigkefkah seperti:
1)Reduksi Data, 2)Penyajian Data, 3)TriangulasaRizn 4)Menarik Kesimpulan
dan Verifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini aglalpartai politik peserta pemilu
yakni PDIP telah memenuhi ukuran-ukuran dari ppriéepatuhan, Transparansi
dan Akuntabilitas atas pelaporan Dana Kampanye IBSerentak Tahun 2019 di
Kabupaten Brebes, berdasarkan PKPU No.24 Tahun 2@h8&ng Dana
Kampanye Pemilihan Umum dan PKPU No.29 Tahun 2@48Rerubahan PKPU
No0.24 Tahun 2018.

Kata Kunci: Kepatuhan, Transparansi, Akuntabilitas, Dana Karppan



ABSTRACT

Sandi, Hevi Widaya 2019.The Analysis of The Compliance, The Transparancy
and The Accountability of Campaign Funds (The Cakalies of Simultaneous
Elections in 2019 in the Brebes Regency Electiom@ission).Study Program:
D-1ll Accounting Department of Politeknik Harapanei@ama Tegal. First
Advisor: Erni Unggul SU., SE, M.Si, Second Advisdtiohammad Alfian, SE,
M.Si.

Campaign funds are costs for campaign activitiesginating from
political parties, donations from legislative caddtes for political parties and
contributions from otehr parties. The Election Cassion Participants (KPU) in
managing and responsible for campaign fund recaapts expenditures regulated
in The Election Commission Regulation (PKPU) numBdr in 2018 about
Reporting Election Campaign Funds and PKPU numi&im22018 for changes
PKPU number 24 in 2018. Campaign funds must be gethaand legally,
accountably and transparently. The sample usagmlitical parties participating
in the election is PDIP. In fact, as political pe$ that gained the most vote in
Brebes Regency, the political parties were higkghin the community, especially
related to reporting campaign funds. The researchesed a qualitative
descriptive method that is a study that aims tocdes the quality of a
phenomenon. The data was sourced from primary dath secondary data on
simultaneous election campaign finance reportsGh@obtained from the Brebes
Regency KPU. Data collection tecniques were byndwing and documenting
data on campaign finance reports of political pestiparticipating in the elections
submitted to Brebes Regency KPU. Data analysis sseps such as: 1)Data
Reduction, 2)Data Presentation, 3)Data Triangulatigl)Drawing Conclusion
and Verification. The conclusion of this studyhiattpolitical parties participating
in the Election, PDIP, have met the criteria of frenciple of The Compliance,
The Transparency and The Accountability for simétaus reports in 2019 in
Brebes Regency, based on PKPU number 24 in 2018P&®RJ number 29 in
2018.

Key Words: Compliance, Transparancy, Accountability, Campédigmds
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum dilaksanakan berdasarkan ksagsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil. Peserta dan Perggdea pemilu dituntut
untuk menerapkan prinsip-prinsip transparan, akeitaresponsibel,
independen, dan adil. Berdasarkan pasal 167 Undadgng Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa tahapagep@mrggaraan
Pemilu salah satunya yaitu kegiatan kampanye yargrupakan
kesempatan peserta pemilu untuk mendapatkan dukundari
masyarakat. Pada kegiatan kampanye tersebut tentumgmerlukan
pendanaan. Pendanaan kampanye oleh peserta peapdd difasilitasi
oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yaitampanye
berupa pemasangan alat peraga kampanye di temah,upenayangan
iklan kampanye, dan debat pasangan capres dan msnvgRuku Saku
KPU 20194,

Dalam pasal 74 ayat 1 & 2 pada PKPU N@.a4un 2018!, KPU
memberikan pelayanan dalam hal pelaporan/komunilkgmiran dana
kampanye kepada peserta pemilu partai politik. KBeriasilitas-fasilitas
yang diberikan KPU:

a) Helpdesk dilaksanakan setiap hari selama jam kerja;
b) Penyediaan Aplikasi SIDAKAM sebagai sistem penyadfarmasi

mengenai pencatatan, penghitungan dan pembukuarkdarpanye;

1



c) Bimtek sebagai sarana pemberitahuan informasi rignf@osedur
penyusunan, penyampaian dan pelaporan dari LADKSOW dan
LPPDK bagi peserta pemilu; dan

d) Monitoring penyusunan laporan dana kampanye keopgeserta
pemilu baik secara langsundopr to door)maupun pemberitahuan
lewat media elektronik ke pengurus parpol.

Menurut PKPU No.7 Tahun 2017 tentang Tahafoegram dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 20a8plénye oleh
peserta pemilu dilaksanakan pada tanggal 24 M&E2 8ampai dengan
13 April 2019, pembukaan RKDK dilakukan paling lahltanggal 22
September 2018 pukul 18.00 waktu setempat dan rbaesa itu juga
calon peserta pemilu melakukan pembukuan LADK. Bgkin
penyerahan/ penyempaian LADK dilakukan paling lamtaamggal 23
September 2018 pukul 18.00 waktu setempat. Apatalan peserta
pemilu partai politik tidak melakukan penyerahan DK\ maka akan
mendapatkan sanksi pembatalan menjadi pesertayp@uiku Saku KPU
20194,

Dalam pasal 13 PKPU Nomor 24 Tahun #i8jelaskan bahwa
dana kampanye pemilu Anggota DPR dan DPRD bersundremparpol
itu sendiri, calon anggota DPR dan DPRD parpol ya@gangkutan dan
sumbangan dari pihak lain yang berasal dari pessgan, kelompok dan
perusahaan atau badan usaha non-pemerintah. Swembaegsebut

haruslah sah menurut hukum dan tidak berasal gatak pidana dan



bersifat tidak mengikat, sehingga dapat menimbulkadak pidana
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Dana kampanye tarsdierbentuk
uang, barang dan/atau jasa. Bentuk sumbangan bbexpag atau jasa
dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yarjgr vipada saat
sumbangan itu diterima. Dana kampanye berupa weajdy ditempatkan
pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan unedidtan kampanye
pemilu.

Dalam pasal 16 PKPU Nomor 24 Tahun #)1Batasan sumbangan
dana kampanye parpol adalah Rp 2,5 Milyar untuk beuimgan yang
berasal dari Perseorangan dan Rp. 25 Milyar untukbsngan yang
berasal dari kelompok dan perusahaan/badan usahgemaerintah.
Kewajiban lainnya dalam hal sumbangan dana kampaagalah
pencantuman identitas penyumbang, jumlah sumbardgn bentuk
sumbangan, yang selanjutnya dibukukan dalam Lapd&tenerimaan
Sumbangan Dana Kampanye atau yang disebut LPSDibuHe@ian
LPSDK dimulai dari tanggal 23 September 2018 sardpagan 1 Januari
2019 dan diserahkan kepada KPU Provinsi/KPU Kalaundbta paling
lambat tanggal 2 januari 2019 pukul 18.00 waktersgiat, lalu pada
tanggal 3 Januari 2019 KPU Provinsi/KPU KabupatetdK akan
mengumumkan penerimaan LPSDK ke website KPU PrikiRE
Kabupaten/Kota. Selanjutnya melakukan pembukuanDKPRimulai 3
hari setelah penetapan sebagai calon anggota RRRDBRD sampai

dengan 25 April 2019. Penyerahan Laporan Dana Kaygp&e KAP



dimulai tanggal 26 April 2019 sampai dengan 2 M@l2 Pelaksanaan
Audit Dana Kampanye dan penyampaian hasil Audiadampanye dari
KAP ke KPU dimulai tanggal 2 Mei 2019 sampai deng§anMei 2019.
Penyampaian hasil audit laporan dana kampanyekdfald ke peserta
pemilu dimulai tanggal 1 juni 2019 sampai denganjuri 2019.
Pengumuman hasil audit dimulai tanggal 1 juni 28&épai dengan 10
juni 2019. Tahapan, Program dan Jadwal PenyeleaggaPemilihan
Umum yang telah dijabarkan sebelumnya adalah kbamjipeserta
pemilu parpol untuk mematuhi sehingga diharapkapatdanemenuhi
prinsip kepatuhan, transparansi dan akuntabilieland pelaporan dana
kampanye.

Berdasarkan penjabaran peraturan diatas rpekaliti mengambil
sampel dari salah satu parpol peserta pemilu ydkDiP, untuk
menganalisis bagaimana parpol tersebut mengimplasieperaturan
yang ada dalam prakteknya. PDIP merupakan parpg ggemenangkan
pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten brebeslabarkan wawacara
dan dokumentasi parpol tersebut menang dalam 6l Qagauali dapil 6
yang menang adalah PKB) dengan jumlah suara sah36260dan
mendapat 13 kursi di DPRD Kabupaten Brebes. Merdporan dana
kampanye PDIP, yang peneliti olah dari data dokuasenKPU
Kabupaten Brebes, PDIP tidak membuka Rekening kKhysung baru
untuk pembukuan laporan dana kampanye, melainkatanjutkan

Rekening Khusus yang terdahulu yang masih mensbkio pembukuan



1.2

sebesar Rp. 10.029.794,- artinya pada saat penyampADK, jumlah
saldo awalnya pun sama. Untuk Laporan Penerimaamb&wan Dana
Kampanye (LPSDK) jumlahnya yakni sebesar Rp.5097&8%2
Sedangkan untuk LPPDK dari PDIP jumlah pengelugranadalah
sebesar Rp. 758.929.540 dan sisa saldonya sebpsa®B50.512. Dari
keterangan-keterangan diatas muncul pertanyaanalpa&rpol peserta
pemilu yakni PDIP sebagai partai pemenang di Kataup8rebes telah
memenuhi prinsip Kepatuhan, Transparansi dan Akilittes dalam
Laporan Dana Kampanye pada Pemilu Serentak Tahuh9?20
Berdasarkan pertanyaan di atas ,maka penelitirtettatuk melakukan
penelitian dengan judul  “ANALISIS KEPATUHAN,
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM

SERENTAK TAHUN 2019 DI KPU KABUPATEN BREBES)".

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atakanperumusan masalah
pada penelitian ini adalah apakah partai politiggb@ pemilu yakni PDIP
di Kabupaten Brebes sudah memenuhi prinsip Kepajuhaansparansi
dan Akuntabilitas terhadap pelaporan Dana Kampaogga Pemilu
Serentak Tahun 2019 berdasarkan PKPU No.24 Tahii8 @an PKPU

No.29 Tahun 20187



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuselitige ini

adalah :

1. Untuk mengetahui apakah partai politik peserta pegakni PDIP di
Kabupaten Brebes telah mematuhi aturan yang berlaku

2. Untuk mengetahui apakah partai politik peserta pegakni PDIP di
Kabupaten Brebes telah transparan dalam melaporétana
kampanye.

3. Untuk mengetahui apakah partai politik peserta pegakni PDIP di

Kabupaten Brebes telah akuntabel terhadap lap@aa kampanye.

1.4 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Melalui penelitian ini dapat diketahui hasil AnadisKepatuhan,
Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kampanye P&tk (Studi
Kasus Pemilihan Umum SerentakTahun 2019 Di KPU Katan
Brebes). Selain itu, dapat digunakan oleh peniditi sebagai dasar
penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
Dalam penelitian ini diharapkan dapat hasil yangraafaat untuk
berbagai pihak yang membutuhkan, diantaranya :

a. Bagi Peneliti



Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan darakgman
berfikir agar dapat memberikan masukan atau saralanmd
implementasi Analisis Kepatuhan, Transparansi D&onfabilitas
Dana Kampanye Partai Politik (Studi Kasus PemiliHamum
Serentak Tahun 2019 Di KPU Kabupaten Brebes).

b. Bagi KPU

Dapat dijadikan sebagai masukan dalam merumuskan
kebijaksanaan serta tindakan-tindakan selanjutnsglaubungan
dengan kepatuhan, transparansi dan akuntabilitasrda dana
kampanye.

c. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Diharapkan hasil penulisan Tugas Akhir ini dapathamebah
wawasan, informasi, dan referensi perpustakaana sdepat
memberikan manfaaat bagi mahasiswa yang lainnyandal

penelitian lebih lanjut.

1.5 Batasan Masalah
Agar penulisan lebih fokus dan tidak meluas damipatasan yang
dimaksud, maka peneliti membatasi laporan dana &ag® yang
digunakan adalah Laporan Dana Kampanye dari PRdbiik Peserta
Pemilu yakni PDIP Yang Berada di Wilayah KPU Kahigm Brebes

pada Pemilu Serentak tahun 2019.



1.6 Kerangka berfikir

Dalam penjelasan Analisis Kepatuhan, Transparansan D
Akuntabilitas Dana Kampanye Partai Politik (Studaskis Pemilihan
Umum Serentak Tahun 2019 Di KPU Kabupaten Brebes)g menjadi
masalah yakni Apakah partai politik peserta pemjiakni PDIP di
Kabupaten Brebes sudah memenuhi prinsip Kepatufransparansi dan
Akuntabilitas terhadap pelaporan dana kampanye padailu Serentak
Tahun 2019 berdasarkan PKPU No.24 Tahun 2018 daPUPKo0.29
Tahun 20187

Untuk itu, perlu adanya strategi pemecahan masa&hi dengan
berdasar pada PKPU No0.24 tahun 2018 tentang Danap#aye
Pemilihan Umum dan PKPU No0.34 tahun 2018 tentamghadan atas
PKPU No.24 tahun 2018 yang memuat Tahapan dan JaBeiaporan
dan Audit Dana Kampanye dengan mengacu pada jeés kdiantitatif
dan data kualitatif yang di dukung dengan pendekb&ajenis deskriptif,
cara memperoleh data melalui data primer dan dekansler, teknik
pengambilan data diperoleh dari wawancara dengéretagis subbag
hukum KPU dan data juga diperoleh dengan mengtdddn dokumentasi
dari KPU. Sehingga hasil penelitian ini dapat meikan koreksi para
peserta pemilu yakni partai politik untuk bisa mérhg transparan dan

akuntabel terhadap peraturan-peraturan yang berlaku



Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilakpgayederhanaan

menggunakan kerangka berfikir penelitian gambseldagai berikut :

Permasalahan:

Bagaimana

implementasi Parta
Politik peserta
pemilu yakni PDIP
terhadap PKPU
No.24 tahun 2018
tentang Dan
Kampanye

Pemilihan  Umum

dan PKPU No.29
tahun 2018 tentang
perubahan atag
PKPU No.24 tahun
2018 yang memuat

Tahapan dar
Jadwal, Pelaporan
dan Audit Dana
Kampanve

Strategi Rumusan Masalah:
Pemecahan: Apakah partai politik
Berdasar pad peserta pemilu yakn
PKPU No.24 PDIP di Kabupaten
Tahun 2018 tentan Brebes sudah
Dana Kampany memenuhi prinsip
Pemilihan Umum Kepatuhan,

» dan PKPU No.29 Transparansi dar
Tahun 2018 tentan Akuntabilitas
perubahan atag terhadap pelapora
PKPU No.24 dana kampanye pad
Tahun 2018 yang Pemilu Serentak
memuat  Tahapan Tahun 2019
dan Jadwal, berdasarkan  PKPU
Pelaporan darn No.24 Tahun 2018
Audit Dana dan PKPU No.29
Kampanye Talun 2018

A
Umpan balik
A 4
Kesimpulan: Analisis Data:

Partai politik peserta pemilu
yakni PDIP telah memenulhi
prinsip keptuhan,
transparansi, dar
akuntabilitas sesuai PKP

Deskriptif Kualitatif

I
J
No.24 Tahun 2018 tentang
U

Dana Kampanye Pemiliha
Umum dan PKPU No.29
tahun 2018 tentang
perubahan atas PKPU
No.24 tahun 2018 vyang
memuat Tahapan danp
Jadwal, Pelaporan dah
Audit Dana Kampanye

Gambar 1.1, Kerangka berfikir

—
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1.7 Sistematika Penulisan
Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistemafienulisan agar
mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secavan kepada
pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika maEmukugas akhir ini
adalah sebagai berikut :
1. Bagian awal
Bagian awal berisi halaman judul, halaman persatyjihalaman
pengesahan, halaman pernyataan persetujuan puliég@s ilmiah
untuk kepentingan akademis, halaman persembah&amaéa motto,
kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, datédoel, daftar gambar,
dan lampiran. Bagian awal berguna untuk memberikamudahan
kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian pegoaga tepat.
2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :
BAB | PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi latar belakang masalah, peramus
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,adzat
masalah, kerangka berfikir, dan sistematika peanlis
BAB Il  TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini memuat definisi Kepatuhan, Transpackrs
Akuntabilitas, definisi Partai Politik, definisi Rdihan
Umum, definisi dan prosedur Dana Kampanye pada
Pemilihan Umum tahun 2019, Sistem Aplikasi Dana

Kampanye (SIDAKAM), inti PKPU No.24 tahun 2018
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tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan inti PKPU
No.29 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU No.24
tahun 2018, dan Audit Dana kampanye, dan Audit Dana
Kampanye.
BAB Il METODE PENELITIAN
Pada bab ini berisi tentang loksai penelitian (tetngan
alamat penelitian), waktu penelitian, metode pemgulan
data, dan sumber data penelitian, dan metode enaddita.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan berisi tentang garis besar dari intiilhas
penelitian, serta saran dari peneliti yang dihaaap#@apat
berguna bagi Peserta Pemilu dan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka tentang daftar bukiterature yang berkaitan dengan

penelitian. Lampiran berisi data yang mendukungefiggn tugas

akhir secara lengkap.

3. Bagian akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukuetgrigkapan

laporan, antara lain surat keterangan telah mefaksan Penelitian

dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesfiikaknis serta data-

data lain yang diperlukan.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas
a) Definisi Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas
1) Definisi Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI nikia
Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka mermauntah, taat
kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Mérfeschrurozi dalam
Sugiwa (2015§ Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk,
patuh pada ajaran dan aturan. Teori kepatuhan titeliti pada ilmu-
ilmu sosial khususnya dibidang psikologis dan dogioyang lebih
menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalmpengaruhi
perilaku kepatuhan seorang individu.

Menurut Saputri dalam Sugiwa (2085)eori kepatuhan telah
diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidapgikologis dan
sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnyaesrsosialisasi
dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorangithdivi erdapat
dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi neeagkepatuhan pada
hukum, yaitu instrumental dan normatif.

a) Perspektif instrumental mengasumsikan individu ecatuh
didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapagegapan
terhadap perubahan insentif dan penalti yang berigdn dengan

perilaku.

12



13

b) Perspektif normatif berhubungan dengan apa yanggoaaggap
sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingamadori
mereka. Seorang individu cenderung mematuhi hukwangy
mereka anggap sesuai dan konsisten dengan normmematernal
mereka. Komitmen normatif melalui moralitas perdona
(normative commitment through mora)ityberarti mematuhi
hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai k&gru
sedangkan komitmen normatif melalui legitimasiorfnative
commitment through legitimacyberarti mematuhi peraturan
karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki batuk
mendikte perilaku.

2) Definisi Transparansi
Transparansi dibangun atas dasar arus informagj pabas.

Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga,nfiammasi perlu

dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentirdgmn informasi

yang tersedia harus memadai agar dapat dimengantidgpantau.

Ada beberapa pengertian tentang transparansi pydatik :
Transparansi adalah keterbukaan secara sungggigtgun

menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasf dhri seluruh

lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sudayar publik

(Andrianto dalamSaragi, 203%)

Transparansi adalah keterbukaan dan kejujurandeepeasyarakat

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat menhiéiki untuk
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mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atasggtiag jawaban
pemerintahan dalam sumber daya yang di percayadaadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundang-undangarz @éim Saragi,
2017},

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa trareps
merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakaik
mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahasyarakat
memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka danyeleruh atas
pertanggung jawaban pemerintah tersebut.

» Dimensi Transparansi
Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagp seang
untuk  memperoleh informasi tentang  penyelenggaraan
pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakarsgs
pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.
Menurut Krina dalam Saragi (201*prinsip ini menekankan
kepada 2 aspek :

a. Komunikasi publik oleh pemerintah

b. Hak masyarakat terhadap akses informasi

Menurut Krina (2003) indikator-indikator dari trggegansi adalah
sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggumaglja

2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada pamatur

yang dilanggar atau permintaan untuk membayar saag
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3. Kemudahan akses informasi
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama danga
media massa dan lembaga non pemerintah.
3) Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasagtisg yaitu
accountability yang berarti pertanggunganjawaban atau keadaan
untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk ntmi
pertanggungjawaban (Salim, dalam Roosého)

Akuntabilitas  &ccountability  yaituberfungsinya  seluruh
komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaaoaistigas
dan kewenangannya masing-masing (Suherman dalanseRoo
2014,

Sedangkan menurut Mardiasmo dalam Rooseno
(2014¥° Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang aimana
(agen) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan,
melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitakelgiatan yang
menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi aman
(prinscipa) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggung jawaban tersebut.

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan badkmatabilitas
merupakan pertanggungjawaban atas segala yangukhlakoleh
pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang damtaiilitas

merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap lkagiauatu
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organisasi atau perorangan dapat dipertangungjamaldecara
terbuka kepada masyarakat.

Berdasarkan beberapa akuntabilitas yang dilihat ldenbagai
sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapsik#in sebagai
kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segaldak lanjut
dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama badbnigistrasi
keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunrgdi
pertanggungjawaban yang merupakan salah satu airiterapan
good governance Pemikiran ini bersumber dari pemikiran
administrasi publik merupakan isu menuju cleangoesit atau
pemerintahan yang bersih.

Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengeradali
merupakan tindakan pada pencapaian tujuan.

Sifat Akuntabilitas

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakanmafr
yang dapatdipakai oleh pengguna laporan keuangauk unenilai
akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputwamomi,
sosial dan politik.

Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antaraalpilyang
memegang kendali dan mengatur entitas dengan pyzalg

memiliki kekuatan formal atas pihak pengendalidbtg.
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Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yaagcountable
untuk memberikan penjelasan atau alasan yang nakstikerhadap
seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usahay ydiperoleh
sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas darpa@ncauatu
tujuan tertentu.Dalam konteks penyelenggaraan petabkan,
akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui samgmerintah
memberitahukan kepada rakyat tentang informasi lseigan
dengan pengumpulan sumber daya dan sumber danaanalesty
beserta penggunaannya.

Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai peispeRari
perspektif akuntansi, menurdAmerican Accounting Association
dalam Anjjeline (2014 menyatakan bahwa akuntabilitas suatu
entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat k&myaitu
akuntabilitas terhadap:

1. Sumber daya finansial

2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan

administrasi
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercexaiam
pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.
Sedangkan dari perspektif fungsional, menurdmerican
Accounting Associatiodalam Anjjeline (2014Yakuntabilitas dilihat

sebagai suatutingkatan dengan lima tahap yang deerysng diawali
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dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuramawkwbyektif

(legal compliancgke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-

ukuran subyektif.

Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Probility and legality accountability Hal ini menyangkut
pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai denggaraam
yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturaongang-
undangan yang berlakadmpliancé.

2. Processaccountability Dalam hal ini digunakan proses, prosedur,
atauukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan giasgtukan
(planning, allocating and managing

3. Performanceaccountabilit. Pada level ini dilihat apakah kegiatan
yangdilakukan sudah efisieafficient and econonyy

4. Program accountability. Di sini akan disoroti penetapan dan
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersedutcgmes and
effectivenegs

5. Policy accountability. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan
berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau (calke).

Akuntabilitas pemerintahan di negara yang mengaahiam
demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip ddsamnokrasi
yaitu kedaulatan adalah ditangan rakyat. Pemeantalemokrasi
menjalankan dan mengatur kehidupan rakyat dalanmefara

dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengadail
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menggunakan sumber dana masyarakat. Pemerintahb waji
memberikan pertanggungjawabannya atas semua aktiya
kepada masyarakat. Seiring dengan meningkatnyavitakti
pemerintah dalam pengaturan perdagangan dan ipdustr
perlindungan hak asasi dan kepemilikan serta péagedjasa
sosial, timbul kesadaran yang luas untuk menciptakestem
pertanggungjawaban pemerintah yang lebih kompréhens

Sistem tersebut antara lain meliputi sistem anggara
pendapatan dan belanja, organisasi pelayanan pgateri
manajemen wilayah yang profesional serta pengenamaprpktik
akuntansi dan pelaporan keuangan. Ternyata dalam
pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentangtaddiitas
pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya denganrnnasi
keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh kapa
pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi deng&anomis,
efisien dan efektif.

Beberapa teknik yang dikembangkan untuk memperkuat
sistem akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh mey@aeg banyak
dipakai dalam akuntansi, manajemen dan riset separtagement
by objectivesanggaran kinerja, riset operasi, audit kepatuteam
kinerja, akuntansi biaya, analisis keuangan darvesuyang

dilakukan terhadap masyarakat sendiri. Teknik-tektersebut
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tentunya juga dipakai oleh pemerintah sendiri umhgningkatkan
Kinerjanya.
= Ciri-Ciri Pemerintahan Yang Akuntabel
Menurut Widododalam Rooseno (20%4)akuntabilitas sebagai
konsep yangberkenaan dengan standar eksternal igangntukan
kebenaran suatu tindakanbirokrasi. Pengendaliainlutar (external
contro) menjadi sumber akuntabilitasyang memotivasi dan
mendorong aparat untuk bekerja keras. Masyarakat kebagai
penilai objektif yang akan menetukatcountableatau tidaknya
sebuah birokrasi. Terdapat beberapa ciri pemeantatyang
accountablali antaranya sebagai berikut :
1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pensrggcara
terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagkpubl
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap
kebijakan publik secara proposional.
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk sgriitalam
proses pembangunan dan pemerintahan.
5. Adanya sasaran bagi public untuk menilai kinegarformancg
pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, maksga
dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan pndgegiatan

pemerintah.
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= Macam Akuntabilitas
Menurut Mardiasmo dalam Monteiro (20¥6) Dalam

Akuntabilitas publik ada dua macam akuntabilitas

diantaranyaakuntabilitas  vertikal veftical accountability dan

akuntabilitas horizontahprizontal accountability yang mempunyai
definisi sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Vertikal yertical accountability
Pertanggungjawaban vertikal  veftical accountability
adalahpertanggungjawaban atas pengelolaan dandaeparitas
yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawabart-unit kerja
(dinas) kepadapemerintah  daerah, pertanggung jawaba
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, darripehepusat
kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontall{orizontal accountability
Pertanggungjawaban horizontal hofizontal accountability
adalahpertanggungjawaban pada masyarakat luas.

»= Dimensi Akuntabilitas
Menurut Hopwood dan Tomkins dalam Monteiro (2¢1&jan

Elwood dalam Monteiro (2016) Dimensi akuntabilitas yang harus

dipenuhi oleh lembaga-lembaga public tersebut ariéan:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuramdcountability for probility

andlegality),
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Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akunttdsli
lembagaembaga publik untuk berprilaku jujur dalam bekerja
dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggudana
publik harus dilakukan secara benar dan telah npatkian
otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan atepan
terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaraki@am
menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitasujlken
berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan fafsiase
of powe}, korupsi dan kolusi.

Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum
(lawenforcement sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut
adanya praktik organisasi yang sehat tidak tenadipraktek
dan maladministrasi.

2. Akuntabilitas Prosegpfocess accountabilijy

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang
digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukupdbatkn
hal kecukupan sistem informasi akuntansi, systefarnmasi
manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilpasses
termanifestasikan melalui pemberian pelayanan buiing
cepat responsive, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas programpfogram accountability
Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan

apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atiak,tidan
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apakah organisasi telah mempertimbangkan alterpedram
yang memberikan hasil yang optimal dengan biayagyan
minimal.Lembaga-lembaga publik harus mempertanggung
jawabkan program yang telah dibuat sampai pad&ssataan
program.

Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bmhw
programprogram organisasi hendaknya merupakan program
yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaisip
visi,dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas kebijakangolicy accountability

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggangjban
lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambi
Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat
mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diatap
dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam
membuat kebijakan harusmempertimbangkan apa tujuan
kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambigpa
sasarannya, pemangku kepentingatakeholder mana yang
akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak
(negatif) atas kebijakan tersebut.

* Indikator Akuntabilitas
Menurut Hopwood dan Tomkins dalam Monteiro (2d16)

Elwood, dalam Monteiro (2016) Dari dimensi akuntabilitas yang
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telah di jelaskan dan disebutkan di atas yang bd#wey dari
(dimensi tersebut dapat di turunkan menjadi indikatkuntabilitas
adalah sebagai berikut:
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
a. Kepatuhan terhadap hukum.
b. Penghindaran korupsi dan kolusi
2. Akuntabilitas Proses
a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur
b. Adanya pelayanan publik yang responsif
c. Adanya pelayanan publik yang cermat
d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah
3. Akuntabilitas program
a. Alternatif program yang memberikan hasil yang oplim
b. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat
4. Akuntabilitas Kebijakan

Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil

b) Definisi Partai Politik
Berdasarkan PKPU Nomor 24 Tahun 28 Bartai Politik adalah
organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk sé{elompok warga
negara Indonesia secara sukarela atas dasar kes&elaendak dan
cita-cita untuk memperjuangkan dan memebela kepganti politik

anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta im&madkeutuhan



c)

d)
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Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan aBidencdan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TaBdB.

Definisi Pemilihan Umum
Berdasarkan PKPU Nomor 24 Tahun 28B@&milihan Umum

yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedauakyat untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggotawdde
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,utiéink memilih

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diteldsan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adiandalNegara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasita Whdang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Definisi dan Prosedur Dana Kampanye pada Pemilihamum
Dana Kampanye adalah aktivitas yang mengacu padggp&ngan
dana dan pengeluaran kampanye politik pada persaidglam pemilu
(Anjalli, 2014Y°.

Berdasarkan PKPU Nomor 24 Tahun 281®ana Kampanye
adalah sejumlah biaya berupa uang, barang danygasa digunakan
Peserta Pemilu (Partai Politik) untuk membiayaii&tmn kampanye.
Segala sesuatu yang berhubungan dengan Dana Kaenmkapat

dilihat sebagai berikut :



1. Ruang Lingkup dan Tujuan

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

RUANG LINGKUP

TUJUAN PENGATURAN
DANA KAMPANYE

Meliputi pengaturan Dana Kampanye Pemilu yang
digunakan oleh Peserta Pemilu untuk membiayai
metode kampanye sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

memberikan panduan bagi Peserta Pemilu dalam
mengelola dan mempertanggungjawabkan
pelaporan penerimaan dan pengeluaran Dana
Kampanye yang disusun berdasarkan prinsip legal,
akuntabel, dan transparan

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 2.1: Kebijakan KPU Terkait Dana Kampanye

2. Peserta Pemilu

PESERTA PEMILU

CAPRES - CAWAPRES PERSEORANGAN DFD

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 2.2: Para Peserta Pemilu Serentak Tahun 2019

3. Jadwal Tahapan Dana Kampanye

JADWAL TAHAPAN DANA KAMPANYE

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes

JADWAL
KEGIATAN
AWAL I AKHIR
1. | Pembukaan RKDK Dibuka paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye
2. Periode Pembukuan LADK Dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari
sebelum masa Kampanye

& ii\“g;r)“pa'an Laporan Awal Bana Kampanys 23 September 2018 23 September 2018
4. | Perbaikan LADK 23 September 2018 27 September 2018
5. | Pengumuman LADK 28 September 20718 28 September 20718
6. |Periode Pembukuan LPSDK 23 September 2018 1 Januari 2019
7. [Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan

Dana Kampanye (LPSDK) 2 Januari 2019 2 Januari 2019
8. |Pengumuman penerimaan LPSDK 3 Januari 2019 3 Januari 2019
% |Feriode Pembukuan LPFOK 9 {tiga) Harl setelah penctapan 25 April 2019

Peserta Pemilu
110- |Penyampaian LPPDK ke KAP 26 April 2019 Z Mei 2019

1. |Audit dan Penyampaian hasil audit Laporan Dana

Kampanye dari KAP ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, 2 Mei 2019 31 Mei 2019

KPU/KIP Kabupaten/Kota
2 Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu 1 Juni 2019 7 Juni 2019
3. Pengumuman hasil audit 1 Juni 2019 10 Juni 2019

26

Gambar 2.3: Jadwal Dan Tahapan Dana Kampanye Gtéh K
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4. Sumber Dana Kampanye

SUMBER DANA KAMPANYE
ol awo [ o | e wack s |

3 Partal Politik Peserta Pemilu Calon DPD Pasangan Calon

2 Calon Anggata DPR dan DPRD - Partai Politik Pengusul

3. Pihak Lain ; Perseorangan Pihak Lain  Pemsearangan Pihak Lain ; Perseorangan

4. Pihak Lain ; Kelompok Pihak Lain : Kelompok Pihak Lain: Kelompok
Pihak Lain : Badan Usaha Pihak Lain: Badan Ussha Pihak Lain: Badan Usaha
MonPemerintah MonPemerintah MonPemerintah

*berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 : selain didanai oleh sumberDana Kampanye di atas,
Dana Kampanye Pemilu 2019 dapat dibiayai oleh APEN.
g dana k yang dibiayai oleh APBN diatur lebih lanjut dalam PKPU tentang Kampanye

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 2.4: Kebijakan KPU Terkait Sumber Dana Kargpa
5. Bentuk Sumbangan Dana Kampanye

BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE

— e

==
-

BARANG JASA

i dinilal dengan harga pasar yang |
(ol =—me el e

TUNAI 1 BENDA BERGERAK

dinilai dengan harga pasar yang
wajar saat sumbangan diterima

= i
pihak lain yang manfaatny a dinikmati
CEK 2 BENDA TIDAK BERGERAK oleh Peserta Pearmily

BILYET GIRO

SURAT BERHARGA LAINNYA

S

PENERIMAAN MELALUI TRANSAKS]
PERBANKAN

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 2.5: Kebijakan KPU Terkait Bentuk Sumbarigana
Kampanye
6. Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye

PEMBATASAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE |

N PARPOL PRESIDEN dan BATASAN SUMBANGAN BATASAN SUMBANG AN
o WAKIL PRESIDEN 2014 2019
% Pihak Lain : Perseorangan Rp 1.000.000 000 Rp 2500.000.000
(satu milyar upiah) (dua milyar lima ratus juta
tupiah)
2 Pihak Lain : Kelompok Rp 7500.000 000 Rp 25.000.000.000
(tujuh milyarlima atus juta rupiah) (dua puluh lima milyar rupiah)
3 Pihak Lain : Badan Usaha NonPemerintah Rp 7.500.000.000 Rp 25.000.000.000
(tujuh milyarlima ratus juta rupiah) (dua puluh lima milyar rupiah)
Calon DPD
% Pihak Lain : Persecrangan Rp 250.000.000 Rp 750.000.000
(dua ratus lima puluh juta rupish) (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah)
2 Pihak Lain : Kelompok Rp 500.000.000 Rp 1.500.000.000
flima ratus juta rupiah) (satu milyar lima ratus juta
rupiah)
3 Pihak Lain : Badan Usaha NonPemerintah Rp 500.000.000 Rp 1.500.000.000
(lima ratus juta rupiah) (satu milyar lima ratus juta
rupiah)

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 2.6: Kebijakan KPU Terkait Batasan Sumbamara
Kampanye
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7. Sumbangan Dana Kampanye

SUMBANGAN DANA KAMPANYE

2+ Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan pembatasan sumbangan dana kampanye:
1. Dilarang menggunakan dana dimaksud;

2. wajib melaporkan kepada KPU;
2. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 {empat belas) hari setelah masa

kampanye berakhir.

< Sumbangan dana kampanye Parpol yang bukan Parpol pengusul pasangan calon presiden dan wakil

presiden, dikategorikan sebagai Penyumbang Pihak lain kelompok yang batasan sumbangannya di batasi
maksimal Rp. 25.0000.000.000 (dua puluh lima milar rupiah) selama masa kampanye

< Dana Kampanye berbentuk uang, wajib dite mpatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk
kegiatan kampanye

% Sumbangan yang diterima oleh Peserta Pemilu waijib dilampiri dengan surat pernyataan penyumbang yang
me muat identitas penyumbang

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 2.7: Kebijakan KPU Terkait Sumbangan Danapanye

8. RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye)

' RKDK

| (REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE)

- ATAS NAMA PARTAI POLITIK

- SPESIMEN TANDA TANGAN HARLUIS
DILAKLIKAN BERSAMA OLEH
PERWAKILANZ (DUA) ORANG
PENGURUS PARTAI SESUA! TINGKATAN

- ATASNAMA PASANGAN GALON WAJIE MEMBUKA DI BANK
[TI KAMPANYE NASIONAL) ©UMUM :
- SPESIMEN TANDA TANGAN HARUS
DILAKLIKAN BERSAMA OLEH PALING LAMBAT 1 (SATLY) Hari
- s

. KETUA DAN

. = VB

ﬁ Iz
' - LON

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 2.8: Kebijakan KPU Terkait Rekening Khusasi®

Kampanye
9. Periode Laporan Dana Kampanye

PERIODE L APORAN DANA KAMPANYE

LADK fi dimnlsi selaktanggal Ii ditutup 1 (s_gkt"lf!)_ha_ri__sebem_m "\
| LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE pesmhbieEn R | pmessiine s m—

i | g

LPPDK s:j‘auk d’::tapkig?:gHm? ditutup 8 (delapan) Hari
umnmmmmfm nAuv D g agal setelah pemungutan suara

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 2.9: Kebijakan KPU Terkait Periode Dana Kanye
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10. Audit Laporan Dana Kampanye

AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

- Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu yang terdiri dari LADK,
LPSDK, dan LPPDK akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
yang telah ditunjuk oleh KPU.

- Masa Kerja Audit KAP adalah 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya LDK dari Peserta Pemilu

= Peserta Pemilu wajib membantu Auditor dari KAP dengan
menyediakan semua catatan, dokumen dan keterangan yang
diperlukan dalam pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 2.10: Kebijakan KPU Terkait Audit LaporamBa
Kampanye
11.Larangan

LARANGAN

Peserta Pemilu DILARANG menerima sumbangan dari:

1)pihak asing;

2)penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

3)hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan
menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan

4)pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau
sebutan lain

“*Peserta Pemilu yang menerima sumbangan yang dilarang:
1.Dilarang menggunakan dana dimaksud;
2.Wajib melaporkan kepada KPU;
3.Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah masa kampanye berakhir.

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 2.11: Kebijakan KPU Terkait Larangan Sumbarigana
Kampanye
12.Sanksi

SANKSI

1. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang terlambat/tidak
menyerahkan LADK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan,
diberikan sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah
pemilihan yang bersangkutan.

2. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang terlambat/tidak
menyerahkan LPPDK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan,
diberikan sanksi pembatalan sebagai Calon Terpilih pada wilayah pemilihan
yang bersangkutan

“*Peserta Pemilu yang menerima dan menggunakan sumbangan
yang dilarang, dikenai sanksi sesuai ketentuan undang-undang
yang mengatur mengenai Pemilu

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 2.12: Kebijakan KPU Terkait Sanksi Dana Kanye
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13. Aplikasi Dana Kampanye

APLIKASI DANA KAMPANYE

Aplikasi Dana Kampanye merupakan seperangkat Sistem
Informasi dan Teknologi Informasi yang berbasis web (web base)
dengan sistem offline untuk:

1. Melayani Peserta Pemilu dalam menginput penerimaan dan
pengeluaran dana kampanye guna menyusun dan
menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota, dan KAP

2. Mendukung pelaksanaan tugas KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
KPU Kabupaten/Kota dalam menerima Laporan dana
kampanye dari Peserta Pemilu

3. Pemeliharaan Data dan Informasi Pelaporan Dana Kampanye
untuk Pelayanan Publik

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 2.13: Fungsi Aplikasi Dana Kampanye
14. Manfaat Aplikasi Dana Kampanye

MANFAAT APLIKASI DANA KAMPANYE

1.Membantu Peserta Pemilu dalam menyusun Laporan
Dana Kampanye;

2.Membantu Partai Politik mengkonsolidasi Laporan Dana
Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD;

3.Membantu Tim Kampanye Tingkat Nasional
mengkonsolidasi Laporan Dana Kampanye tim kampanye
tingkat daerah;

4.Sebagai kontrol bagi Peserta Pemilu dalam penerimaan
sumbangan dana kampanye dari pihak lain.

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 2.14: Manfaat Aplikasi Dana Kampanye
e) Sistem Aplikasi Dana Kampanye (SIDAKAM)

KPU membuka Sistem Aplikasi Dana Kampanye (SIDAKAM
sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik terkegatuhan Peserta
Pemilu, khususnya tentang dana kampanye.Aplikasebet juga
untuk transparansi sumber dana kampanye dan pesgawdana
masuk dan keluar setiap pasangan calon dan pgaoliéik peserta
pemilu 2019. Sebagai pengawasan audit dana kampasyai PKPU

pasal 29 tahun 2018
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Dalam aplikasi tersebut akan diketahui antara, laaporan Awal
Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbanana
Kampanye (LPSDK), serta Laporan Penerimaan Dargdhearan
Dana Kampanye (LPPDK).

» Proses Awal Masuk Dalam Aplikasi SIDAKAM

| Praktek Pada Aplikasi Dana Kampanye versi 19 |

MENU DATA
PENYUMBAN
G

CALON
| Aksi
- SUMBANGAN
- UANG

ISt DATA SESEUI DENGAN DATA SEBENARNYA, SERTA
PASTIKAN DANA YANG DI INPUT SESUAI DENGAN DANA
YANG DI MASUKKAN OLEH CALEG KE RKDK

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 2.15: Tata Cara Pengisian Aplikasi Dana Kanyg
» Perhitungan Jasa Kampanye Dari Calon Anggota

% CARA MENGHITUNG JASA KAMPANYE DARI CALON ANGGOTA

A PN,

PENGELUARAN CALON — PENERIMAAN DARI PARTAI POLITIK £

4 Jika, HASILNYA NEGATIF (-) atau O
maka Tldak ada sumban gan darl calon

1 Penerimaan dari Calon = 3.000.000 Pengeluaran — Penerimaan dr Parpol @&
Penerimaan dari Parpol = 3.000.000 £ 4.000.000 — 3.000.000

» Pengeluaran = 4.000.000 1.000.000
W Jadi, Sumbangan Dari Calon yang
= Saldo =2.000.000 | berbentuk Jasa Kampanye Calon
Anggota = Rp 1.000.000

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 2.16: Cara Perhitungan Melalui Aplikasi DEaanpanye
f) Inti PKPU Nomor 24 Tahun 2018
Berdasarkan PKPU Nomor 24 Tahun Z2818entang Dana
Kampanye Pemilihan Umum, yakni mencantumkan belberhal

diantaranya sebagai berikut :



32

1. Mencakup pengaturan Dana Kampanye Peserta Pemilu,

2. Pemilu yang dimaksudkan dalam Peraturan Komisi pugli:
Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilu AngdaRk Dan
DPRD Dan Pemilu Anggota DPD,

3. Peraturan bertujuan agar Peserta Pemilu dapat
mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluadana
kampanye berdasarkan prinsip legal, akuntabelrdasparan,

4. Peraturan Komisi menjelaskan mengenai sumber, kedan
pembatasan dana kampanye Peserta Pemilu agar tedaki
penyelewengan yang melanggar hukum,

5. Peraturan Komisi mengenai tata cara pelaporan kiEmaanye,

6. Peraturan Komisi mengenai Audit Dana Kampanye yang
dilakukan oleh Akuntan Publik.

7. Peraturan Komisi mencakup larangan dan sanksi Pagerta

Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dan KAP.

g) Inti PKPU Nomor 29 Tahun 2018
Berdasarkan PKPU Nomor 29 Tahun Z01&ntang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tat(18
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yakni sel@agydut:
1. Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber

dari : Partai Politik, Calon Anggota DPR dan DPRd&i dPartai
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Politik bersangkutan dan/atau sumbangan yang satunoie
hukum,

2. Pasangan Calon wajib membuka Rekening Khusus Dana
Kampanye (RKDK) pada Bank Umum,

3. Peraturan Komisi mencakup tata cara pembukuan,
penyampaian dan perbaikan Laporan Awal Dana Kangany
(LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
(LPSDK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK),

4. Dalam menyusun laporan dana kampanye, Peserta (Pemil
dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam hal in
SIDAKAM,

5. Penyampaian hasil audit oleh KAP kepada KPU, dg@&bAP
mendapatkan temuan ada Peserta Pemilu yang meslbagas
Anggota DPR atau DPRD atau DPD namun tidak mematuhi
Peraturan Komisi dalam pelaporan dana kampanye WBkh

berhak membatalkan kemenengan anggota tersebut.

h) Audit Dana Kampanye
1. Definisi KAP, AP dan Asersi
Berdasarkan PKPU Nomor 24 Tahun 2818entang Dana
Kamnpanye Pemilihan Umum berikut definisi tentdogP, AP

dan Asersi:
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« Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAadalah
badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuaatupan
perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sbekda
Undang-Undang tentang Akuntan Publik.

* Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adasalseorang
yang telah memperoleh izin untuk memberikan jatmg@mana
diatur dalm peraturan perundang-undangan mengekantan
Publik.

* Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh PesemallP yang
digunakan untuk keperluan audit.

2. Pengadaan Kantor Akuntan Publik

Berdasarkan Buku Saku KPU Pemilihan Umum Tia2@d 9"
Pengadaan Kantor Akuntan Publik termasuk ke dalategori
belanja jasa konsultan.

1) Jenis Kontrak
a. Kontrak yang digunakan untuk pengadaan jasa KARuyai
kontrak  lumpsump.
b. KPU menunjuk KAP dengan ketentuan:
1) 1 (satu) KAP melakukan Audit Laporan Dana Kampanye
1 (satu) partai politik tingkat pusat;
2) 1 (satu) KAP melakukan Audit Laporan Dana Kampanye

1 (satu) pasangan calon; dan
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3) 1 (satu) KAP melakukan Audit Laporan Dana Kampanye
paling banyak 75 (tujuh puluh lima) calon anggoRiD
c. KPU Provinsi/KIP Aceh menunjuk KAP dengan ketentuan
1) 1 (satu) KAP melakukan Audit Laporan Dana Kampanye
paling banyak 2 (dua) partai politik tingkat prosin
beserta Laporan Dana Kampanye partai politik tihgka
kabupaten/kota dalam provinsi tersebut;dan
2) 1 (satu) KAP tidak diperbolehkan mengaudit 2 (dua)
partai politik dalam 1 (satu) provinsi.
2) Mekanisme Pengadaan KAP
a. Tahapan perencanaan pengadaan;
b. Tahapan persiapan pengadaan; dan
c. Tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilihan ganyed
3. Kriteria Kantor Akuntan Publik
1) KAP yang dapat mengikuti pengadaan jasa Audit Dana
Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
a. Memiliki surat izin usaha KAP dari Menteri Keuangan
Republik Indonesia;
b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP;
c. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir ($H);
d. Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidakgsang

dengan pasangan calon dan partai politik atau ggun
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partai politik yang mengusulkan pasangan calon ethon
anggota DPR, DPD dan DPRD; dan

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d
dibuktikan dengan surat pernyataan di atas

kertas bermaterai.

2) AP dan tim audit pada KAP yang akan mengaudit Dana

Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

a.

Memiliki surat izin AP dari Menteri Keuangan Repibl
Indonesia bagi AP yang ditugaskan;

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi AP
yang ditugaskan;

Bukan merupakan anggota dari Partai Politik dao/éta
kampanye Pasangan Calon Presiden bagi AP dan person
yang ditugaskan dalam tim audit;

Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidaigdang
dengan pasangan calon dan partai politik atau ggyun
partai politik yang mengusulkan pasangan calon eddaon
anggota DPR, DPD dan DPRD bagi AP dan personil yang

ditugaskan dalam tim audit;

e. Struktur tim audit paling sedikit terdiri dari:

1) AP sebagaipartner in charge(yang menandatangani

laporan hasil audit);
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2) 1 (satu) orang ketua tim (koordinator harian di
lapangan); dan

3) 2 (dua) orang anggota tim (melaksanakan prosedur
audit).

f. Tim Audit yang ditugaskan sebagaimana dimaksudnuala
huruf e, wajib memiliki pengalaman kerja audit dAK
dan pendidikan minimal:

1. Ketuatim: 3 (tiga) tahun, S1 Akuntansi; dan
2. Anggota tim: 1 (satu) tahun, D3 Akuntansi;

g. Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan Audit atas
Laporan Dana Kampanye peserta pemilihan calon aaggo
DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden
yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan
Publik, yang masih berlaku;

h. Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud dalarafhgir
dipenuhi oleh AP dan Ketua tim;dan

I. Surat tugas dari KAP kepada personil yang akan
melakukan Audit Dana Kampanye.

3) KAP yang hanya memiliki 1 (satu) AP dan memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentusal P&
Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018, KAP tersebufibwaj
melakukan kerja sama dengan KAP lainnya. Kerja sama

dilakukan dengan ketentuan:
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a. Ditujukan untuk pengalihan tanggung jawab pelaksana
pekerjaan apabila AP meninggal dunia, izin AP dilbak,
atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan paratu
perundang-undangan;

b. Surat perjanjian kerjasama yang ditandatangahi ke€lua
belah pihak;

c. KAP lainnya memiliki paling sedikit 1 (satu) AP y@an
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan naeratu
perundang-undangan yang mengatur tentang Dana
Kampanye;

d. KAP lainnya menggantikan KAP apabila AP meninggal
dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut sesu
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. KAP lainnya tidak dapat mengikuti seleksi KAP untuk
melakukan audit Dana Kampanye di wilayah yang sama.

4) Penggantian KAP dilakukan pada tahap setelah KadRagikan
oleh KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh sampai dengdreken
laporan hasil Audit ditandatangani. KPU dan KPU

Provinsi/KIP Aceh menetapkan KAP pengganti.

4. Kewajiban Kantor Akuntan Publik
KAP vyang ditunjuk melaksanakan audit Dana Kampanye

memenuhi ketentuan sebagai berikut:
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Auditor yang akan melakukan audit wajib dilengkdengan
surat penugasan dari KAP yang ditunjuk oleh KPU &&U
Provinsi/KIP Aceh;

KAP wajib menyelesaikan dan menyampaikan laporasil ha
pekerjaan audit kepada KPU atau KPU Provinsi/KIPetAc
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyaporan
Dana Kampanye dari Peserta Pemilu;

KAP wajib menggunakan Pedoman Pelaksanaan Audidrbaap

Dana Kampanye dalam melaksanakan audit dan membuat

laporan hasil pekerjaan audit; dan
KAP wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan

independensi.

Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

1)

2)

3)

KAP wajib menyelesaikan Audit paling lambat 30 dtiguluh)
hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPURW
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
Peserta Pemilu wajib membantu Auditor dari KAP deng
menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterayayan
diperlukan tepat waktu;
Peserta Pemilu wajib memberikan akses bagi AudaorKAP
untuk:

a. Mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan

dan pengeluaran Dana Kampanye, RKDK, dokumen
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pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan
penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
b. Melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan itenti
penyumbang;
c. Meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila
dianggap perlu; dan
d. Memperoleh surat representasi dari pihak yang diaud
KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pglin
lambat 30 (tiga puluh) Hari setelahditerimanya LrapoDana
Kampanye dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPWK
Kabupaten/Kota dengan dilampiri kertas kerja audituk
pemeriksaan keuangan KPU;
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupat€ofa
menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada ®eser
Pemilu, paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah memerihasil
audit dari KAP;
KPU mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye
paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah menerimsil lzudit
dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU,

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
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6. Larangan dan Sanksi
1) Larangan bagi Kantor Akuntan Publik
O Auditor dilarang membantu memperbaiki kondisi |aor
keuangan Dana Kampanye yang diaudit.
O KAP yang ditunjuk dilarang melibatkan pihak-pihakbé&wah
ini sebagai auditor:

a. Anggota partai politik, tim kampanye atau petugas
kampanye pasangan calon atau calon anggota DPR, DPD
dan DPRD;

b. Pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau
pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta
Pemilu;

c. Orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi
dengan pasangan calon, partai politik atau calgyata
DPR, DPD, dan DPRD;

d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU,
Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat
KPU/KIP Kabupaten/Kota ;dan

e. Pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan témpa
kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut rhasi
dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja

sehari-hari.
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2) Sanksi bagi Kantor Akuntan Publik
Apabila KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit
diketahui tidak memberikan informasi yang benar geemi
persyaratan, KAP yang bersangkutan dibatalkan fsekerya
denganterlebih dahulu dilakukan Klarifikasi danakidberhak
mendapatkan pembayaran jasa. Selanjutnya KPU ndagta
KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan authis a

laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu yang berseamgku
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Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu
NAMA | JUDUL RUMUSAN TUJUAN ALAT HASIL
PENEL PERMASALAHA MASALAH
ITI PENELI N PENELITIAN ANALIS PENELITIAN
(TAHU TIAN IS
N)
Frenqui| Analisis | Dana kampanye Apakah paral Tujuan penelitian Metode | Penelitian ini
Montei | Laporan | merupakan caleg dan parpd| ini ingin | kualitatif | menemukan
ro Dana pengeluaran membuat mengetahui dan analitis bahwa parpo
(2016) | Kampan | terbesar parpol darilaporan  yang memahami apakaxtriangula tidak patuh,
ye Partail semua pengeluaran.patuh terhadap para caleg dan si transparan dan
Politik Atas besaran danaUU dan | parpol membua akuntabel karena |:
Atas yang diperoleh dan peraturan, laporan yang patuh cost politic masih
Kepatuha| digunakan selamatransparan danterhadap UU dan tinggi, sistem
n, masa kampanye akuntabel atas peraturan, demokrasi belun
Transpar | maka, penelitian in| semua transparan dan settle untuk
ansi Dan| ingin  mengetahu| transaksinya akuntabel atas mengatur  dana
Akuntabi | dan memahamj kepada publik semua transaksinya kampanye,
litas apakah para calegsebagai syarat kepada publik lemahnya
Dalam dan parpol| untuk karena semuanyp penegakan
Pengelol | membuat laporam menciptakan merupakan syarat hokum,
aan yang patuh terhadapgood untuk menciptakan rendahnya
Penerima| UU dan peraturan, governance di | good governanceli pendidikan politik
an Dan| transparan dan Negara Negara demokrasi. masyarakat,
Penggun | akuntabel atas demokrasi? lemahnya
aan Danag semua transaksinya administrasi
Kampan | kepada publik internal partai
ye karena  semuanyp dank arena tidak
merupakan syargt ada korelas
untuk menciptakar antara kepatuhani,
good governanceli transparansi  dan

Negara demokrasi.

akuntabilitas dang
kampanye denga

suksesi di
pemilihan.  Oleh
karena itu, perlu
melakukan
perbaikan secar
menyeluruh
terhadap semu

pelaku demokras
agar tercapagood
governance

=




BAB Il
METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini bertempat di KPU Kabupateel&ss.
3.2 Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan selama Dua (2) bulan, ttergi dari tanggal
21 Januari sampai dengan 21 Maret 2019.
3.3 Jenis Data
Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data;
1. Data kuantitatif
Data kuantitatif merupakan data yang dapat diukemgdn skala
numerik atau data yang berupa angka-angka. Dalarelipan ini
penggunaan data kuantitatif terdapat pada jumlat bésaran dana
kampanye dari mulai Laporan Awal Dana Kampanye, otap
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Dan LaporamirRaae
Dan Pengeluaran Dana Kampanye (Sakinah,#917)
2. Data kualitatif
Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diudengan skala
numerik, dan berfungsi untuk mengetahui kualitggloang diteliti.
Dalam penelitian ini data kualitatif dari hasilwawara dan
dokumentasi digunakan sebagai gambaran/pandangeskrifusi)
peneliti  untuk ditarik kesimpulan sebagai hal pégis

(Sakinah,201H..

44



45

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini dua jenis sumber data;

1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara uaggsdari
responden terpilih pada lokasi penelitian. Datampri diperoleh
dengan memberikan pertanyaan secara langsung (wakgrkepada
sekretaris subbag KPU Kabupaten Brebes (SakinaR)201

2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang telah diolah lebiti dan disajikan
oleh pihak pengumpul data primer atau pihak laiataDni diperoleh
melalui dokumen dana kampanye dari subbag hukumputiel
laporan awal dana kampanye, laporan penerimaanagah dana
kampanye, laporan penerimaan dan pengeluaran @anpakye dan
hasil Audit dana kampanye oleh KAP (Sakinah,281.7)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data meliputi tahap sebagéiuleri

1. Wawancardinterview)
Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi denga
mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, uhjakab secara
lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah korgagsung dengan
tatp muka(face to face relationshipantara si pencari informasi
(interviewer/information hunter) antara si pencari informasi

interviewee). Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat
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pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawalagmncari
informasi dan sumber informasi. Materi wawancaraatutema yang
ditanyakan kepada informan, berkisar antara masdh tujuan
penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik waweara merupakan
cara utama untuk mengumpulkan data. Wawancarajientwntuk
menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialal@l informan,
tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam idfarman. Apa
yang ditanyakan kepada informan dapat mencakuphdialyang
bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masapda, masa
sekarang dan masa depan. Adapun dalam peneliiigelaksanaan
wawancara yang dilakukan kepada Aditya, S.H, selakuretaris

subbag Hukum KPU Kabupaten Brebes (Sakinah.#17)

. Dokumentasi

Teknik dokumentasi pada penelitian ini dengaara
mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis. UDoéntasi
merupakan suatu cara untuk mendapatkan data maofarmasi
secara langsung dengan cara membaca dokumen-dok@angrada
kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Kuarpdhata tersebut
berdasarkan pada bahan bacaan yang berbesuttware yang

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti §8ak201 7).



47

3.6 Metode Analisis Data
Analisis data merupakan kegiatan mengolah data ademjformasi
supaya data tersebut dapat dengan mudah dipahandageat menjawab
permasalahan dalam penelitian. Data yang telahralgie akan dianalisis
secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang upean untuk membuat
deskriptif, gambaran secara sistematis, faktualakarat mengenai fakta-
fakta yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secateskriptif dicari
informasi mengenai hal-hal yang dianggap mempurslavansi dengan
tujuan penelitian. Menurut Miles and Huberman (daBakinah, 2019,
langkah-langkah menganalisis data antara lain;
1. Reduksi Data
Penulis memilih data-data yang digunakan untuk alisis
terutama data primer yang bersumber dari wawardiaith kembali
mana yang digunakan dan mana yang sama sehinggam dal
penganalisisan dapat dilakukan secara sederhananddah dengan
adanya data-data yang diorganisir, reduksi datg gdakukan peneliti
dalam penelitian ini adalah analisa yang menajaenggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengsesh data
mengenai kepatuhan, transparansi dan akuntabdéas kampanye
pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Brebesygghikesimpulan

akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
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2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yangusens dan
memberikan ~ kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan
danpengambilan tindakan. Melaui penyajian tersekid dapat
memahami apa yang terjadi dan apa yang harus Héaku
Menganalisis atau bertindak berdasarkan pemahamag giperoleh
dari penyajian-penyajian data tersebut. Proses gdagukan peneliti
dengan cara menampilkan dan membuat hubungan famamena
untuk memaknai bagaimana sebenarnya kepatuhamsp&iamsi dan
akuntabilitas partai politik terhadap pelaporan al&kampanye pada
pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Brebes.

3. Triangulasi Data

Selain menggunakan reduksi data dahsplay data peneliti juga
menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untakngecek
keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya, ttesigadalah
teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfasfisaratu yang
lain dalam membandingkan hasil wawancara terhaddypeko
penelitianMoleong dalam Sakinah (20%17)

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakanikekang
berbeda Nasution dalam Sakinah (2(17yaitu wawancara dan
dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk gezek kebenaran

data juga dilakukan untuk memperkaya data. MenMasiution, selain
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itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidaédiditas tafsiran
peneliti terhadap data, karena itu triangulasiitereeflektif.

Denzin dalam Sakinah (201%) membedakan empat macam
triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan pemggursumber,
metode, penyidik dan teori. Pada penelitian inij #@@empat macam
triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunak&nikepemeriksaan
dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan esumntinya
membandingkan dan mengecek balik derajat keperonayamtu
informasi yang diperoleh melalui waktu dan alatgyderbeda dengan
penelitian kaualitatif. Adapun untuk mencapai kepgaan itu, maka
ditempuh langkah sebagai berikut;

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan datad has
wawancara

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depanrudengan
apa yang dikatakan secara pribadi.

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tgnsitoiasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjaktuw

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseoran@udrggbagai
pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kel

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suaturdelkuyang
berkaitan.

Dengan demikian triangulasi memiliki arti pentingalam

menjembatani riset kualitaif, bahwa pengumpulana datangulasi
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(triangulation) melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi.
Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yaedua& dalam
pnelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebaggkumpulan informasi
yang tersusun memberi kemungkinan adanya penakgg&impulan dan
pengambilan tindakan Ulber Silalahi dalam Sakir2gi 7).
4. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Proses ini merupakan kegiatan yang sudah dilakugejak
pengumpulan data sampai dengan penarikan kesimpaala
permulaan pengumpulan data peneliti mulai mengekagl semua hal
yang berhubungan dengan maslah yang dikaji. Kesanmiverifikasi
selam penelitian berlangsung, verifikasi dilakuksgbagai tinjauan
ulang pada catatan yang ada sebelumnya.

Peneliti melakukan verifikasi sengan cara mengukgyutiata-data
mengenai kepatuhan, transparansi dan akuntabdéas kampanye
partai politik pada pemilu serentak 2019 di KabapatBrebes,

kemudian peneliti membuat kesimpulan.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lembaga
4.1.1Sejarah Singkat KPU
Menyusul runtuhnya rezim orde beru baru yang detkén gejolak
politik dimasyarakat. Presiden Soeharto mengumunplegmunduran
dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia ddtu&saannya pada
tanggal 21 mei 1998 dan jabatan ke Presidenan jseiga
digantikan oleh Wakil Presiden Bachruddin Jusuf ibi@b Pada
masa inilah sejarah Komisi Pemilihan Umum di Indaeertama
kali dibentuk melalui Keppres No.16 Tahun 1999. LBng
dibentuk Presiden Soeharto pada 1970 itu ditram&fer menjadi
Komisi Pemilihan Umum dengan memperkuat peran, guran
struktur organisasinya menjelang pelaksanaan peh9@9. Saat itu
KPU diisi oleh wakil-wakil pemerintah dan wakil-wiakpeserta
pemilu 1999 serta tokoh-tokoh masyarakat yang bdgkan 53
anggota dan dilantik oleh Presiden BJ. Habibie. htertukan KPU
dilakukan mengingat desakan publik yang menuntmepmtahan
yang demokratis. Pada saat itu untuk sebagian raldisalakannya
pemilu, adalah untuk memperoleh pengakuan ataur¢ayssan dari
publik, termasuk dunia internasional, karena kep@rahan dan
lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemid97 1

pemerintahan orde baru sudah dianggap tidak men&aparcayaan
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lagi oleh masyarakat. Dengan pemilu dipercepat,abukanya
mengganti keanggotan DPR dan MPR namun juga Predtdesiden
Habibie memangkas masa jabatannya yang seharusnigdsung
sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorangidere yang
belum pernah terjadi sebelumnya. Pemilu ditahur® X88nghasilkan
kemenangan bagi pasangan calon K.H Abrurrahman dV@Bus
Dur) dan Megawati Soekarno Putri sebagai Presidmm \@akil
Presiden. Dimasa jabatan Abdurrahman Wahid, beti@lakukan
perombakan struktur KPU melalui Keppres No 70 Talo®l
(Saragi, 201%.

4.1.2Profil KPU
KPU yang sudah ada sekarang merupakan KPU keenmal vy
dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama 9291)
dibentuk dengan Keppres No.16 Tahun 1999, beraakgot 53
orang, dariunsur pemerintah dan Partai Politik. Kigldama dilantik
Presiden B.J Habibie. KPU kedua (2001-2007) diderdengan
Keppres No.10 Tahun 2001, beranggotakan 11 oraag, whsur
akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presilbdurrahman
Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.
KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres
No0.101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yasrgshal dari

anggota KPU Provinsi, akademisi, peniliti dan bredk dilantik
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tanggal 23 Oktober 2007, minus Syamsulbahri yangpgirdilantik
Presiden karena masalah hukum.

Untuk mengahadapi pelaksanaan Pemilihan umum t&009,
image KPU diubah dan dituntut independen dan non-patisipa
Dalam Undang-undang No.22 Tahun 2007 Tentang Pemygara
Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komgmilihan
Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandir

Perubahan penting dalam Undang-undang No.22 TahQ@v7 2
Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturaengenai
lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewarnv&kilan
Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan WakiiBen serta
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daera

Cara pemilihan calon anggota KPU menurut UndangugdNO.22
Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu adalahid®mes
membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPlggah25 Mei
2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu siden
menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajlKepada
Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikdii and proper test.
Sesuai dengan bunyi pasal 13 ayat (3) Undang-unbar Tahun

2007 (Saragi,201%.
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4.1.3Visi dan Misi KPU
= Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyeiang

Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesipnenandiri,

transparan dan akuntabel, demi terciptanya demidki@dsnesia yang

berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945mdailedah

Negara Kesatuan Republik Indonesia

= Misi

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang
memiliki kompetensi, kreadibilitas, dan kapabilitadalam
menyelenggarakan Pemilihan Umum;

2. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memiih Anggot
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerahwéebe
Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Peesiserta
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara laiggsimum,
bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif loeradab;

3. Meneningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihaitd yang
bersih, efisien, dan efektif.

4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemililbarum
secara adil dan setara, serta menegakkan peraReamlihan
Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan dagmgm

undangan yang berlaku.



55

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpguasi aktif
dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita yaaakat
Indonesia yang demokratis (Buku Saku KRIU)

4.1.4Stuktur Organisasi KPU Kabupaten Brebes

STRUKTUR ORGANISAS| KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 4.1: Struktur Organisasi KPU Kabupaten Brebe

4.1.5Tugas Pokok KPU

Dalam pasal 10 Undang-Undang No.3 Tahun 1999 tgntan

Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Noattin

1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan

Penentapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariainuidomisi
Pemilihan Umum, dijelaaskan bahwa untuk melaksam&eamilihan

Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai tberiku

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pamiliha

Umum:;
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. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-PartaitilPglang
berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;

. Membentuk panitia Pemilihan Indonesia yang selagput
disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemillbaum
mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemung@&aara
yang selanjutnya disebut TPS;

. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD | dan DRR
untuk setiap daerah Pemilihan Umum;

. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di sedaerah
pemilihan untuk DPR, DPRD | dan DPRD lII;

. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan datta
hasil Pemilihan Umum;

. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden No.16 Tahun l&¢98@gat
tambahan yakni tugas dan kewenangan lainnya ydetapkan
dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1999 tentang Peamilih
Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang No. 3 Ta#t88

tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas darerkangan

KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-tayde3

(tiga) tahun setelah  Pemilihan Umum dilaksanak#iU

mengevaluasi sistem Pemilihan Umum (Buku Saku KU)
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4.2 Analisis Data
Seperti yang telah dibahas sebelumnya mengenaikdhrgngkah
menganalisis data, peneliti akan memakai langkagkiah tersebut
sehingga penelitian ini dapat ditarik kesimpulan deverifikasi, langkah-
langkahnya sebagai berikut :
1. Reduksi Data dan Penyajian Data
»  Data pengumuman hasil penerimaan Laporan Awal Banapanye

Tabel.4.1 Tabulasi LADK Caleg

Tanggal Keterangan LADK
No | Nama Parpol| Penyerahar
LADK Penerimaan Pengeluaran Kas
Rp.10.000.986
1 | PDIP 23-09-2018 Rp. 0 0 di Kas

Bendahara

Sumber: Data pengumuman LADK Pemilu 2019 KPU Kabemp8rebes
» Data pengumuman hasil penerimaan Laporan SumbarimEm
Kampanye

Tabel.4.2 Tabulasi LPSDK Caleg

Tanggal Keterangan LPSDK
N
Nama Parpol | Penyerahan Jumlah Bentuk Asal
LPSDK Sumbangan | Sumbangan Sumbangan
1 | PDIP 02-01-2019| Rp.509.832.18Rp.10.013.589 |+ 4 dari
9 (totalan tunai| (tunai) Parpol+1
dan jasa) Rp.499.819.200| ~ Calon
(jasa) Anggota
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DPRDKab.B
rebes

34 dari
Calon
Anggota
DPRD Kab.
Brebes

Sumber: Data pengumuman LPSDK Pemilu 2019 KPU KataumpBrebes

» Data pengumuman hasil penerimaan Laporan Penerintzen
Pengeluaran Dana Kampanye
Tabel.4.3 Tabulasi LPPDK Caleg
Tanggal Keterangan LPPDK
No | Nama Parpol| Penyerahan
LPPDK Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 PDIP 01-05-2019| Rp.778.780.052Rp.758.929.540| Rp.19.850.512

Sumber: Data pengumuman LPPDK Pemilu 2019 KPU KataumpBrebes

» Data pengumuman hasil penerimaan Hasil Audit LapoBana
Kampanye
Tabel 4.4 Tabulasi Hasil Audit Laporan Dana Kamgmgany
Hasil Temuan Audit
No Nama parpol
RKDK LADK LPSDK LPSDK
1 | PDIP Telah sesuaj Telah sesuaj Telah sesuaiTelah sesual

dengan
PKPU No.24
Tahun 2018

dengan
PKPU No.24
Tahun 2018

dengan
PKPU No.24
Tahun 2018

dengan
PKPU No.24
Tahun 2018
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dan PKPU dan PKPU dan PKPU dan PKPU

No0.29 Tahun No0.29 Tahun No0.29 Tahun No.29 Tahun

2018 Tentang 2018 2018 Tentang 2018 Tentang

Dana Tentang Dana Dana

Kampanye Dana Kampanye Kampanye

Pemilu Kampanye | Pemilu Pemilu
Pemilu

Sumber: Data pengumuman Hasil Audit Dana Kampangmile 2019 KPU
Kabupaten Brebes
2. Triangulasi Data
Salah satu cara menggunakan triangulasi ddi@ala dengan
membandingkan hasil wawancara dengan dokumenthat flalaman
46), maka peneliti akan membandingkan hasil wawandangan hasil
dokumentasi dengan berdasarkan kriteria yang tedjkelaskan
dalamPKPU No.24 Tahun 2018 dan PKPU No0.29 tahulB@ina
menarik kesimpulan dari penelitian ini.
Tabel 4.5, Tabulasi hasil dokumentasi berdasarkan

PKPU No0.24 Tahun 2018 & PKPU No0.29 Tahun 2018

Hasil kajian
Acuan
Nama parpol| LADK LPSDK LPPDK Hasil .
Regulasi
Audit
PDIP Hanya adalengkap Lengkap| Lengkap PKPU
laporan kas No.24
di Tahun &
bendahara PKPU
dikarenakan No.29




PDIP tidak Tahun
membuka 2018
Rekening
Khusus
yang baru
namun
melanjutkan
Rekening
Khusus

yang lama.

Sumber: Diolah Sendiri Berdasarkan Dokumentasi Datd KPU Kabupaten
Brebes
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4.3 Pembahasan Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilita Dana
Kampanye berdasarkan pada PKPU No.24 Tahun 2018 téang Dana
Kampanye dan PKPU No.29 Tahun 2018 tentang PerubahaAtas

PKPU No.24 Tahun 2018

1. Akuntabilitas

Secara normatif, definisi Akuntabilitas nd&ransparan dapat
ditemukan di dalam penjelasan Pasal 14 huruf (hladg- Undang
No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiiRuBBhwa yang
dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kejelasamg$y pelaksanaa,
dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingggelplaan
perusahaan terlaksana secara efektif. Sedangkandyaraksud dengan
“transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakeioses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam melkgdamu
informasi materiil dan relevan menegenai perusahaan
(Rooseno,2014).

Kemudian keterkaitan antara Undang-Undangl&dahun 2008
dengan Partai Politik adalah bahwa termasuk baddtikpyang ikut
diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008. DefBa@dan Publik
dalam Undang-Undang tersebut adalah lembaga elfselagfislatif,
yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugasogolya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian edtauhsdananya

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja r&ledmn/atau
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AnggAran Pendapatan Belanja Daerah, atau organisgsmerintah
sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersunaberAniggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaragiafpsan dan
Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau niegeri (UU
No.14 Tahun 2008 dalam Rooseno, (2(714)

Sehingga merujuk kepada definisi dalam Ugeandang tersebut,
baik Parpol yang tidak mendapatkan kursi di legfsldan secara
otomatis tidak mendapat bantuan keuangan dari ARBRD namun
mendapatkansumbangan dari masyarakat dapat dikatakan sebagai
badan publik.

Merujuk kepada konsep akuntabilitas sebagaam terbungkus
dalam konsep “Hak dan Kewajiban” dapat kita telusypa saja yang
menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban terkait gden keuangan
parpol, yang diatur dalam PKPU No. 24 Tahun 201&yafa hak dan
kewajiban terkait dengan parpol sebagaimana ditiamPKPU No. 24
Tahun 2018 tentunya dapat dipakai sebagai ukungiat akuntabilitas
keuangan parpol.

Oleh karena itu, secara normatif yang dapgdi#an untuk
mengukur tingkat akuntabilitas keuangan parpol atdaebagaimana
tersebut dalam PKPU No. 24 Tahun 2018 dan PKPU NG&hun

2018.
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» Ukuran-ukuran akuntabilitas keuangan parpol sebagamana

tersebut dalam PKPU No. 24 Tahun 2018 dan PKPU N®Z2Tahun

2018 adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

Kewajiban parpol memiliki rekening atas hama pagasi rekening
khusus untuk pengelolaan dana kampanye (sesuaanlgragal 26
ayat 4).

Parpol berhak memperoleh sumbangan dari pihak {ang

berbentuk perseorangan, kelompok, dan/atau badahautain
dengan ketentuan mencantumkan identitas penyumbangah

sumbangan, bentuk sumbangan. Sumbangan tidak imelang
ditentukan oleh KPU (sesuai dengan pasal 13-18)

Parpol wajib membuat laporan keuangan, serta tarbtdpada
masyarakat dan juga menyampaikan laporan pertagggainan
penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersulafgyarpol
itu sendiri, calon Anggota legislatif DPR dan DPRDaupun
sumbangan dari pihak lain (sesuai dengan pasal 25)

Dapat mempertanggungjawabkan asersi yang diserak&pada
KAP atas pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK penyerthafti

untuk setiap pengeluaran (sesuai dengan pasalt13dygasal 3
huruf (a))

Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban peaan dan
pengeluaran keuangan parpol terbuka untuk diketatagyarakat

(sesuai dengan pasal 4) (Rooseno,2014)
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Tabel 4.6, Tabulasi Analisis Akuntabilitas Dana Keamye PDIP

Keterangan
Nama Kategori Berdasarkan PKPU No. 24 Tahyn
No .| Ada | Tidak
Parpol | Akuntabilitas 2018 & PKPU No. 29 Tahun 2018
ada
1 Point No.1 N - | Pasal 26 ayat 4.
2 PointNo.2 | - | Pasal 13-18
3 | PDIP |PointNo.3 | « - | Pasal 25
4 PointNo.4 | - | Pasal 1 ayat 32 & Pasal 3 huruf (a)
5 PointNo.5 | - | Pasal 4

Sumber: Diolah Sendiri Berdasarkan Dokumentasi Datd KPU Kabupaten

Brebes
% Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpullkangeserta pemilu
PDIP telah akuntabel karena memenuhi ukuran akuntabilitas

berdasarkan PKPU No. 24 Tahun 2018 & PKPU No. 20um&018.

2. Kepatuhan

Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilalgitiponanusia yang
taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkeosepur dan disiplin
yang harus dijalankan. Apalagi jika berkaitan dengeganisasi yang
memiliki banyak perbedaan sifat hamun harus bisglbe bersama
mencapai tujuan bersama.

Partai politik sebagai sebuah organisasrusmya mampu
menyatukan anggota-anggotanya agar taat pada atlalam intern

parpol agar menciptakan persatuan dalam kelomped#argkan dalam
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lingkup ekstern parpol, parpol harus mampu mersegala peraturan

yang telah dibuat oleh pemerintah atau lembagadgabyang

bersingungan dengan ruang lingkupnya.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, parpaountit untuk
mematuhi segala aturan yang diberikan oleh lemipmygelenggara
pemilu yakni KPU berdasarkan Undang-Undang No. hurna2017.
Dalam pelaksanaan pemilu parpol juga dituntut unteknatuhi aturan
tentang pengelolaan dana kampanye yang berland&{@b No. 24
Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan UmuniP#di) No.
29 Tahun 2018 Atas Perubahan PKPU No. 24 Tahun.2018
Ukuran-ukuran Kepatuhan berdasarkan PKPU No. 24 Taln
2018 dan PKPU No. 29 Tahun 2018ebagai berikut;

1) Parpol membuka Rekening Khusus (RKDK) atas nampdPaian
terpisah dari rekening pribadi parpol pada Bank bndan dibuka
oleh 2 orang pengurus parpol sesuai tingkatannya;

2) Parpol membuka RKDK tidak melampaui ketentuan RKiz{tu
paling lambat 1 hari sebelum dimulainya masa kaiygan

3) Partai politik peserta pemilu mengelola RKDK dengaenunjuk
pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengdRN®K,
yang dilengkapi surat pernyataan dari partai potigserta pemilu;

4) Partai politik peserta pemilu mematuhi periode pekolan LADK
yaitu dinulai sejak pembukuan RKDK dan ditutup Iilsebelum

masa kampanye;
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5) Partai politik peserta pemilu menyusun LADK yang nmoat
informasi :

a) RKDK;

b) Saldo awal atau saldo pembukaan;

c) Sumber saldo awal atau saldo pembukuan;

d) Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeiugang
sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apalaldos
awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengantpkan
kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukdxx;

e) Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Parpgilak
lain;

f) Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan

g) NPWP.

6) Partai politik peserta pemilu mematuhi penyerah@®bDK tidak
melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 seielah periode
penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu sgtat
kepada KPU Kabupaten/Kota, yang dilengkapi dengan :

a) Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model
LADK1.HP-PARPOL,

b) Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model
LADK2.HP-PARPOL,

c) Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model

LADK3.HP-PARPOL,



7

8)

9)
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d) Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model
LADK4.HP-PARPOL,

e) Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model
LADK5.HP-PARPOL,

f) Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model
LADK6.HP-PARPOL,

g) Formulir Model LA;DK7-PARPOL atau Formulir Model
LADK7.HP-PARPOL.

Partai politik peserta pemilu mematuhi periode pekolan LPSDK

yang dimulai 1 hari setelah periode penutupan LA ditutup 1

sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota

Partai politik peserta pemilu menyusun LPSDK yamgmuat

pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dana kaenyang

diterima setelah pembukuan LADK;

Partai politik peserta pemilu mematuhi penyerah&$DK tidak

melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai derjgdwal

sebagaimana ditetapkan dalam PKPU tentang tahppagram dan

jadwal disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota palargbat

pukul 18.00 waktu setempt yang dilengkapi :

a) Formulir Model LPSDK1-PARPOL;

b) Formulir Model LPSDK2-PARPOL;

c) Formulir Model LPSDK3-PARPOL;

d) Formulir Model LPSDK4-PARPOL.



68

10) Partai politik peserta pemilu mematuhi periode pekuan LPPDK
dimulai sejak 3 hari setelah parpol ditetapkan gabaeserta
pemilu dan ditutup 8 hari setelah pemungutan suara;

11)Partai politik peserta pemilu menyusun LPPDK yangnmat
pembukuan seluruh sumbangan dana kampanye dalatakpen
uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dentdg uang
termasuk utang dan diskon pembelian barang ataa yasmg
melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secanam disertai
dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertangguabjean;

12)Partai politik peserta pemilu menyampaikan LaporBana
Kampanye paling lambat 15 hari setelah pemunguianaspaling
lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP vyaglght
ditunjuk oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dilampirngan LADK
dan LPSDK serta dilengkapi dengan :

a) Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
b) Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
c) Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
d) Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
e) Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
f) Formulir Model LPPDK6-PARPOL,;
g) Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
h) Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan

i) Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;



69

]) Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha
pemerintah;
k) Copy bukti tagihan/utang (jika ada) ; ada
[) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pkragan.
13)Partai politik peserta pemilu bertanggung jawabwaalseluruh
calon anggota legislatif yang berasal dari partalitik peserta
pemilu melaporkan dan melampirkan laporan cataemepmaan
dan pengeluaran dana kampanye calon anggota DPRD;
14)Partai politik peserta pemilu mencatat dan melagorkeluruh
sumbangan (mencakup uang, barang dan atau jasa yang
dikonversikan dengan nilai uang termasuk utang d&kon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batasjkemctransaksi
jual beli secara umum) yang diterima ke dalam dafenerimaan
sumbangan;
15)Partai politik peserta pemilu mematuhi jumlah péneaan
sumbangan (mencakup uang, barang dan atau jasa yang
dikonversikan dengan nilai uang termasuk utang di&kon
pembelian barang atau jasa yang melebihi batasjkemctransaksi
jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LARRSDK, dan
LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
a) Rp. 2,5 Milyar untuk sumbangan pihak lain persegaan dan
b) Rp. 25 Milyar untuk penyumbang kelompok dan atadaba

usaha non pemerintah.
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16)Partai politik peserta pemilu membukukan dan menemgseluruh
sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke d&&DK
terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatangenye;
17)Partai politik peserta pemilu tidak menggunakan adagari
sumbangan yang dilarang. Apabila menerima sumbarygay
dilarang maka partai politik peserta pemilu mematkegtentuan
sebagai berikut :
a) Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
b) Melaporkan sumbangan yang dilarang tersbut; dan
c) Menyetorkan sumbangan yang dilaranag tersebut ke Ka
Negara paling lambat 14 hari setelah masa kamplaasakhir
dan menyerahkan bukti lapor kepada KPU Provinsilkalen/
Kota.
18)Partai politik peserta pemilu mencatat seluruhda&si pengeluaran
dana kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeludbama
Kampanye;
19)Partai politik peserta pemilu menggunakan hargarpgasng wajar
untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas persan dan
pengeluaran dana kampanye;
20)Partai politik peserta pemilu tidak menggunakanadkampanye
untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiay&isisdalam

pemungutan dan perhitungan suara;
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21)Partai politik peserta pemilu membiayai seluruh gedmaran

kampanye menggunakan dana yang ditempatkan daleddkKRK

22)Partai politik peserta pemilu bersedia membantuithudiari KAP

Tabel 4.7, Tabulasi Analisis Kepatuhan Dana Kampd?iyIP

dengan menyediakan semua catatan, dokumen daarkgher yang

diperlukan tepat waktu serta memberikan akses Aaditor untuk

mendapatkan

informasi

sebagaimana ditetapkan dalam PKPU.

tentang pembukuan dana kampan

| Keterangan Hasil Audit Berdasarkan PKPU

No Nama Kategor Y : No. 24 Tahun 2018 & PKPU No
Parpol | Kepatuhan | Y& | Tidak
29 Tahun 2018

1 Point No.1 N - Pasal 26 ayat 4 & pasal 27 ayat 2
2 PointNo.2 | - | Pasal 28 ayat 5
3 PointNo.3 | - | Pasal 27 ayat 4
4 PointNo.4 | - | Pasal 38 ayat 2
5 PointNo.5 | - | Pasal 38 ayat 1
6 PointNo.6 | - | Pasal 38 ayat 7
7 PDIP | PointNo.7 | + - | Pasal 43 ayat 2
8 PointNo.8 | - | Pasal 43 ayat 1
9 PointNo.9 | - | Pasal 43 ayat 7
10 Point No. 10| + - | Pasal 49 ayat 6
11 Point No. 11| - | Pasal 49 ayat 1-4
12 Point No. 12| - | Pasal 53 ayat 4-6
13 Point No. 13| - | Pasal 50 ayat 2
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14 Point No. 14| + - | Pasal 49 ayat 3

15 Point No. 15| - | Pasal 16 ayat 1-2

16 Point No. 16| - | Pasal 30 ayat 1

17 Point No. 17| ] Tidak ditemukan sumbangan yang
dilarang (Pasal 17 ayat 2)

18 Point No. 18| + - | Pasal 31 ayat 3

19 Point No. 19| - | Pasal 14 ayat 5

20 Point No. 20| - | Pasal 79

21 Point No. 21| - | Pasal 15

22 Point No. 22| - | Pasal 60 ayat 1-2

Sumber: Diolah Sendiri Berdasarkan Dokumentasi Datd KPU Kabupaten

Brebes

% Berdasarkan tabel diatas yang mana mengacu pailaAbd&, maka
dapat disimpulkan jika peserta pemilu PDIP teladtuh karena
memenuhi ukuran kepatuhan berdasarkan PKPU NoaRdrir2018 &

PKPU No. 29 Tahun 2018.

3. Transparansi
Transparansi dibangun atas dasar arus informasg \abas,
seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dammasi perlu
dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentindgmjnformasi yang
tersedia harus memadai agar dapat dimengerti daantdiu. Prisip
transparansi senantiasa akan dibarengi oleh pringterbukaan

informasi. Di Indonesia, keterbukaan informasi kdghun 2008 telah
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diatur ke dalam UU No.14 Tahun 2008. Dalam pasahdang-undang
ini disebutkan bahwa informasi adalah keterangamyataan, gagasan,
dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dsanpeaik data,
fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalarbalger kemasan
dan format sesuai dengan perkrmbangan teknologrnrdsi dan
komunikasi secara elektronik maupun non-elektr¢8aragi,201 7.
Menurut UU No.28 Tahun 2008 tentang Penyeargan
Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KorupsilugKodan
Nepotisme, asas keterbukaan (transparansi) dalamyelemggaraan
adalah asas untuk membuka diri terhadap hak mastanantuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tideskmininatif tentang
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetamperfetikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan ddrasia negara.
Sedangkan dalam UU No. 2 Tahun 2011 bahwa konsepsparansi
dalam pengelolaan keuangan parpol dapat diartighagai keterbukaan
kepada masyarakat atas laporan keuangan parttk g§8tragi,2017¥!,
Namun, dalam penelitian ini peneliti hanya mengganadasar dari
PKPU No. 24 Tahun 2018 dan PKPU No.29 Tahun 2018.
Ukuran-ukuran transparansi keuangan parpol sebagaimna
tersebut dalam PKPU No. 24 Tahun 2018 dan PKPU N®ZTahun
2018 adalah sebagai berikut :
1) Ketersediaan dan keterbukaan akses informasi $efugnerimaan

dan dan pengeluaran dana kampanye yang disampaidarpartai
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politik. untuk itu, dalam PKPU No.24 Tahun 2018 nagifakan
pembukuan Rekening Khusus untuk pengelolaan LADRSDK
dan LPPDK ( sesuai dengan pasal 31-36)

2) Adanya laporan berkala dana kampanye partai poléngaturan
dalam PKPU No.29 tahun 2018 atas perubahan PKPRANIGhun
2018 yang mencantumkan tahapan dan jadwal dana akegm@p
(sesuai dengan pasal 26 ayat 7, pasal 37 aya@l, 3thayat 8, pasal
39 ayat 6, pasal 42 ayat 7, pasal 43 ayt 7, pasalat 7, pasal 49
ayat 6)

3) Adanya mekanisme memfasilitasi pelaporan/komunikdsPU

sebagai lembaga  penyelenggara  pemilu memfasilitasi

pelaporan/komunikasi peserta pemilu pengaturanmja @alam
PKPU No.24 Tahun 2018, fasilitas tersebut sebagyalt :
e) Helpdesk dilaksanakan setiap hari selama jam kerja;
f) Penyediaan Aplikasi SIDAKAM sebagai sistem penyddifarmasi
mengenai pencatatan, penghitungan dan pembukuarkdarpanye;
g) Bimtek sebagai sarana pemberitahuan informasi rignf@osedur
penyusunan, penyampaian dan pelaporan dari LADKSOW dan
LPPDK bagi peserta pemilu; dan
h) Monitoring penyusunan laporan dana kampanye keopgreserta
pemilu baik secara langsundopr to door)maupun pemberitahuan
lewat media elektronik ke pengurus parpol.

( sesuai dengan pasal 74-77).
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4) Keterbukaan informasi tentang dokumen pelaporarpdPanaupun

KPU wajib melaporkan hasil penerimaan dan pengeafuatana

kampanye dan hasil Audit kepada publik (sesuai aergpsal 4)

(Saragi,201 .

Tabel 4.8, Tabulasi Analisis Transparansi Dana Kamgp PDIP

Keterangan
Nama Kategori Berdasarkan PKPU No. 24 Tahyn
No Ada | Tidak
Parpol | Transparans 2018 & PKPU No. 29 Tahun 2018
ada
1 Point No.1 N - | Pasal 31-36.
2 Point No. 2 Pasal 26 ayat 7, pasal 37 ayat 7,
J pasal 38 ayat 8, pasal 39 ayat 6,
PDIP pasal 42 ayat 7, pasal 43 ayat| 7,
pasal 44 ayat 7, pasal 49 ayat 6
3 PointNo.3 | - | Pasal 74-77
4 PointNo. 4 | - | Pasal 4

Sumber: Diolah Sendiri Berdasarkan Dokumentasi Datd KPU Kabupaten
Brebes

+ Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkangeserta pemilu

PDIP telah transparan karena memenuhi ukuran transparansi

berdasarkan PKPU No. 24 Tahun 2018 & PKPU No. 22um&018.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari dokumentasi dan Hasil audit KAP atapdran Dana Kampanye

secara keseluruhan oleh peserta pemilu yakni PDKRloupaten Brebes,

yang berdasarkan PKPU No.24 Tahun 2018 Tentang Bamapanye

Pemilihan Umum dan PKPU No.29 Tahun 2018 atas péai PKPU

No.24 Tahun 2018 atas prinsip kepatuhan, transpiadam akuntabilitas

dapat disimpulkan bahwa :

1)

2)

3)

Peserta pileg tahun 2019 yakni PDIP di Kabupateeb&s telah
memenuhi prinsip akuntabilitas atas patokan PKPU2Mdrahun
2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan PKBI29
Tahun 2018 atas perubahan PKPU No.24 Tahun 2018.

Peserta pileg tahun 2019 yakni PDIP di Kabupateeb&s telah
memenuhi prinsip kepatuhan berdasarkan dokumehtasi Audit
yang berpatokan pada PKPU No.24 Tahun 2018 Teniaga
Kampanye Pemilihan Umum dan PKPU No0.29 Tahun 208 a
perubahan PKPU No.24 Tahun 2018.

Peserta pileg tahun 2019 yakni PDIP di Kabupateeb&s telah
memenuhi prinsip transparansi atas patokan PKPR2ANG.ahun
2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan PKBI29
Tahun 2018 atas perubahan PKPU No.24 Tahun 201&uha

keterbukaan transaksi atas penerimaan dan pengelubanya
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mencakup ruang lingkup dari Parpol, KPU dan Bawaslan

masyarakat hanya bisa melihat hasil pernyataarhdaili Audit, yang
mana tidak menyertakan proses penerimaan dan pangel dana
kampanye. Sehingga prinsip transparansi belum makseperti apa

yang diharapkan oleh masyarakat.

5.2 Saran
Penulis menyarankan beberapa hal terkait isshalkepatuhan,
transparansi dan akuntabilitas laporan dana kangp@eynilu serentak
tahun 2019, diantaranya;

1) Bagi peserta pemilu, sebaiknya mentaati peraturamg ytelah
dibuat oleh KPU, karena KPU sudah berusaha menaerik
kemudahan dan kenyamanan untuk anda.

2) Bagi KPU, perlu adanya sanksi yang tegas terhadégmggaran
yang dilakukan oleh peserta pemilu. Jika pun suatidy tolong
ditegakkan.

3) Bagi masyarakat, melalui penelitian ini penulis hasap
masyarakat lebih membuka mata atas calon pemingrg panti
akan mereka pilih dengan mempertimbangkaralitas personal

maupun Partai yang menaungi.
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LAMPIRAN — LAMPIRAN

Adapun yang terlampir disini yaitu foto-fogang dijadikan dokumen

guna untuk melengkapi penelitian ini:

1. LADK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

PENGUMUMAN
NOMOR : yro/HM.02-Pu/3329/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Awal Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU Kabupaten Brebes,
disampaikan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai berikut :

1. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN

LY P _— Femgpsl || Wakta | Jumlah Calon Anggota DPRD—.[ . _—
Parpol Penyampaian | Penyampaian yerahic . m | (P/TP)
| 1 PKB 23-09-2018 | 11.53 WIB 50 - I
2 | GERINDRA 23.092018 | 16.32 WIB 50 :
3 |Poip 23-09-2018 | 16.45WIB | 50 : TP
4 | GOLKAR 23-09.2018 | 16.34 WIB | 50 - . TP
5 NASDEM 23-00-2018 | 16.53 WIB | 47 =
| 6 |carupa 23092018 | 12.30 WIB 12 ; o
' : 'BI;RK_ARYA 23.09-2018 | 12.57 WIB | 21 = P
24-09-2018 | 16,02 WIB 21 _ = TP
8 | PKs 23-09-2018 | 17.35WIB | a5 ‘ = P
o | PERINDO 23-00-2018 | 13.50 WIB 25 S TP
10 | P 23002018 | 10.45 WIB 47 ' S P
11 | psi | 23-00-2018 | 1537wiB | = - ™ |
12 | PAN | 23002018 | 1627 wB a1 p
13 | HANURA 23-09-2018 | 15.57 WIB 20 : P
14 | DEMOKRAT | 23-09-2018 | 17.35WIB 29 = P
19 | PBB 23-09-2018 | 11.45WIB | 2 l - P |
20 | PKPI - - -] = -]

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 6.1: Pegumuman Hasil Penerimaan LADK
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2. LPSDK

°

"

2
LiHan U

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

PENGUMUMAN
NOMOR : 001 / HM.02-Pu/3329/KPU-Kab /1/2019
TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemillhan Umum Tahun 2019 di KPU
Brebes,
' Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai
berikut :

. Kabupaten disampaikan hasil penerimaan Laporan Penerimaan

1. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 6.2: Pegumuman Hasil Penerimaan LPSDK

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD
KABUPATEN/KOTA
o | MNama Tanggal N Jumlah Calon Anggota DPRD -
Parpol | Peayampaian | Penyampaian | yengerahkan Tidak Eptesargen
Menyerahltan

1 | PKB 02-01-2019 14.00 WIB 50 . Rp. 1.172.919.336
2 | GERINDRA | 02-01-2019 17.11 WIB 50 Rp. 542.900.156
3 |PDIP 02-01-2019 13.30 WIB 50 Rp. 509.832.789
4 | GOLKAR 02-01-2019 14.10 WIB 50 - Rp. 470.539.960
5 | NASDEM 02-01-2019 09.58 WIB 48 - Rp. 402.757.619
6 | GARUDA 02-01-2019 09.23 WIB 12 - Rp.  B8.450.000
7 | BERKARYA | 02-01-2019 08.17 WIB 21 Rp. 365.430.000
8 | PKS 02-01-2019 15.00 WIB 45 Rp. 691.236.388
9 | PERINDO 02-01-2019 08.30 WIB 25 Rp.  17.092.500
10 | PPP 02-01-2019 10.51 WIB 47 Rp. 240.206.125
11 | pst 02-01-2019 10.24 WIB - Rp.  3.620.000
12 | PAN 02-01-2019 16.36 WIB 40 - Rp. 519.995.838
13 | HANURA 02-01-2019 17.00 WIB 20 - Rp.  97.952.700
14 | DEMOKRAT | 02-01-2019 09.33 WIB 29 . Rp. 639.650.000
19 | PBB 02-01-2019 10.48 WIB 2 . Rp. 0
20 | PKPI o B i mm‘hdﬂk .




3. LPPDK

NOMOR : (84/PL.01.6-Pu/3329/KPU-Kab/V1/2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BREBES

PENGUMUMAN

TENTANG
HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan  laporan Hasil Audit Laporan P F
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU Kabupaten Bn:hcs disampaikan hasil Audit
Laporan Penerimaan dan Pengelunrana Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum schagai
berikut :

dan Pengel

Dana K

Ve

1. HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ANGGOTA DPRD

BINTANG

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 6.3: Pegumuman Hasil Penerimaan LPPDK

KABUPATEN BREBES
“JUMLAH CALON ANGGOTA
DPRD YANG
No | NAMAPARTAI TANGGAL WAKTU MENYERAHKAN | KET
- POLITIK PENYAMPAIAN | PENYAMPAIAN Manverali Tudak
| — i menyerahkan
PARTAI |
1 KEBANGKITAN 20 APRIL 2019 1313 WIB ¥ 50 Orang
BANGSA ]
PARTAI % i
i 2 ]  GERINDRA | 1 MEI zulu_ I | _uoo\.\m - _-l 50 Orang
PARTAI i
DEMOKRASI ;
3 INDONESIA | MEI 2019 1350 WIB Y $0 Orang
| | PERIUANGAN |
4 PARTAI GOLKAR 1 ME1 2019 1127 WIB v 50 Orang |
5. | PARTAINASDEM | soapiL2or | THWI v 48 Orang
6| PARTAIGARUDA | 26 APRIL2019 | l420WiB | v — T120mng |
7 PARTAI |1 MEI 2010 10,12 WIB v 210
BERKARYA | 2 il
PARTAI
8 KEADILAN 30 APRIL 2019 1620 WIB ¥ 45 Orang
_SEIAHTERA | . " |
9. | PARTAIPERINDO | 27APRIL2019 | 1600WIB | 1oy |
PARTAL
0 PERSATUAN 26 APRIL 2019 08 53 WIB L 47 Orang
PEMBANGUNAN |
PARTAI [ Tidak ada
11 SOLIDARITAS 29 APRIL 2019 09 40 WIB v caleg
INDONESIA
| PARTAL AMANAT | | . = |
iz | NASIONAL ! 1M}_I 2019 | 1425 WIB 'l L 400rlnu.‘
13, | PARTAIHANURA | 20 APRIL 2019 1417 WIB v | 20 Orang
e | PARTAL i K I : '
[ 14 DEMOKRAT | | MEI 2019 1530 WIB v 20 Orang
2 Orang
15 PARTOL PULAN 26 APRIL 2019 1500 WIB v
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4. Hasil Audit

3. Menilai ketepatan hal pokok;
4. Menilai kesesuaian kriteria untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok;
5. Memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tegal dalam
Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi
lriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor : 24 tahun 2018 tentang
Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah teralchir dengan
Peraturan KPU Nomor : 34 tahun 2018

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans inl hanya kepada KPU Provinsi Jawa
Tengah dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami
tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan
lainnya.

Kantor Akuntan Publik Riza, Adi, Syahril dan Rekan
Rekan/Pemimpin Cab.Semarang

W
r I 31L.CF L

Yjin Akuntan Publik No : AP - 0421
Semarang, 24 Mei 2019

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 6.4: Pegumuman Hasil Penerimaan Hasdit Dana Kampanye
PDIP
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5. LADK PDIP

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 6.5: LADK PDIP
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Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 6.6: LADK PDIP



LPSDK PDIP

85

AT AD DA R INDIONER ) PRI AR CAN
FESHLELAS UMW ANGEDT & BFmD KABUPS TEN R4
BEWAN FIMFISAN TR AT KANLPATEN NRERES

LAPMAN FENERPEA LN S MBANGAN DANA KAMPANYE

Poriile inipgral LARVIRNN oo 4191 000
mesh Sarsbangn Tl Sirvpeiys -
- Tugal ol Sabarg [Py ""‘,"__"""‘ e | ot
L] (L Tl J Bty l 1™ e snbary
mm!“mm“ﬂmmm‘m‘m“m\m_mﬂ
! Halmn an ¥ PANT A1 PORETEG )
1 N s v FARTA ORI [
] NI ™ v PART AT PO TG lm
alaraan 1 o |
e Vol e o YRS p::-.. har-wbornang 8 (00" 0 L
(L] T ] Vo Taaag ] g [ S——r. Pepney
BAVYAR AR BEEAR AL A PELTTIR. C s LS LTI, AR E
£ - 1w ¥ LE LR -
1 b e o ¥ e s - ]
m It n " [T ™
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Gambar 6.7: LPSDK PDIP
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Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 6.8: LPSDK PDIP
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Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes
Gambar 6.9: LPSDK PDIP
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7. LPPDK PDIP

FER Jl'l:‘nnﬂﬂ
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

MODEL LPPDK2-PARPOL

PEMILTHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN BREBES

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Perlode tanggal 200022018 s/d 25/04/2019

Nomer Rekening Khusns + 20601008019300
Nomaor Urnian Rp | Unit i Keterangan
A, PENERIMAAN 778,780,052
L. Panai Politik 10,029,794
ity Gt
r 3 Calon Anggota Legislatif (Total Penerimasn 758.724.360 e A
3 gan Pihak Lain Per 10.000.000
4, Sumb Pihak Lain Kel k o
5 Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non 0
Pemerintah
6. Lain - Lain 15898
a. Lain - Lain Komitmen 0
b. Bunga Bank 25.898
B. PENGELUARAN T58.929.540 [
R Pengeluaran Operasi 758.929.540 ]
a. Pertemuan Terbatas 1] 1]
b, Penemuan Tatap Muka 0 0
¢ Pembuatan/produksi Iklan pl Media 0 o
Massa Cetak Dan Elektronik
d. Pembusian Desain Alat Peraga Kampanye 0 0
e. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada 0 0
Umum
f. Rapat Umnum 0 0
g Kegiatan Lain Yang Tidak Melanggar
Larangan Kampanye Dan Peraturan 0 [}
Perundang-undangan
h Lain - Lain T58.920.540 i1}
1. Sumbangan Kepada C‘nlcn,lugm o o
DPRD KABUPATEN BREBES
A
3. Operasi Lain-Lain 205. 180 [}
2, Pengeluaran Modal 0
a Pembelian Kendaraan 0
b. Pembelian Peralatan 0

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes

Gambar 6.10: LPSDK PDIP

Halaman 1 dari 2
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Nomaor J_ Uraian

[ . Modal Lainnya

3 Pengeluaran Lain-Lain

& Pemberian Putang

b. Pembayaran Utang

{54 SALDO PER 25 April 2019

19.850.512

Kns di Rekening Khusus

19.850.512

Kas di Bendahara

Barang

Tagihan Kepada:

Utang

KETUA

—

H. INDRA KUSUMA, 8.50s

BREBES, 25 April 2019

BENDAHARA

HI. IDZA PRIYANTL, SEMH |

Sumber: Data KPU Kabupaten Brebes

Gambar 6.11: LPSDK PDIP
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8. Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir

Sumber: Buku Bimbingan Tugas Akhir iatAjaran 2018/2019
Gambar 6.12: Konsultasi Dosen Pembiagbi
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Sumber: Buku Bimbingan Tugas Akhir ialAjaran 2018/2019
Gambar 6.13: Konsultasi Bimbingan Adst
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Sumber: Buku Bimbingan Tugas Akhethun Ajaran 2018/2019
Gambar 6.14: Konsultasi Dosen Herhing Il

92



